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Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak 
Pidana Pelayaran tanpa izin Syahbandar menyebabkan kecelakaan yang 
mengakibatkan kematian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor: 
171/Pid.Sus/2018/PN.Tbh-Riau) adalah hasil penelitian kepustakaan untuk 
menjawab pertanyaan bagaimana pertimbangan hukucm hakim terhadap tindak 
pidana pelayaran tanpa izin Syahbandar (Studi Putusan Pengadilan Negeri 
Tembilahan Nomor: 171/Pid.Sus/2018/PN.Tbh-Riau) dan bagaimana tinjauan 
hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pelayaran tanpa izin syahbandar 
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor: 
171/Pid.Sus/2018/PN.Tbh-Riau). 
Dalam penelitian ini data yang diperlukan diperoleh dari kajian 
kepustakaan yaitu berupa teknik bedah putusan, dokumentasi serta kepustakaan. 
Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan tindak pidana 
pelayaran, yakni berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Setelah 
data terkumpul, data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif 
dengan pola pikir deduktif. 
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum dalam 
putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 171/Pid.Sus/2018/PN.Tbh-Riau 
setelah hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum, dan 
mempertimbangkan fakta-fakta hukum serta hal yang meringankan dan 
memberatkan majelis hakim memutus terdakwa yaitu terdakwa secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelayaran dalam hal melayarkan 
kapal tanpa izin Syahbandar yang mengakibatkan kecelakaan dan menjatuhkan 
pidana terhadap terdakwa pidana penjara 3 (tiga) bulan. Tinjauan hukum pidana 
Islam terhadap pelaku tindak pidana pelayaran tanpa izin Syahbandar yang 
mengakibatkan kematian menurut hukum pidana Islam adalah hukuman di<yat 
yang diganti dengan hukuman ta’z<ir berupa penjara atau kawalan karena 
terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban dan memberikan uang ganti 
rugi kepada keluarga koban. Sedangkan dalam hal ini pertimbangan hakim 
bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang 
pelayaran dengan pasal 323 ayat (3) yang telah ditentukan hukumannya, yaitu 
pidana penjara penjara paling lama (10) tahun dan denda paling banyak Rp. 
1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), sedangkan hakim hanya 
memutus pidana penjara tanpa mengikutsertakan pidana denda. 
Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan kepada para penegak 
hukum hendaknya lebih aktif dan tegas dalam memberantas tindak pidana 
pelayaran yang tidak mempunyai izin syahbandar dengan memberikan hukuman 
yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 untuk 
memberikan keadilan dan pencegahan kepada masyarakat agar tidak melakukan 
tindak pidana pelayaran yang tidak mempunyai izin Syahbandar. 
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A. Latar Belakang 
Di Indonesia akhir ini sering terjadi kecelakaan,tidak hanya di darat, 
udara, akan tetapi di laut sering banyak terjadi kecelakaan kapal yang banyak 
mengakibatkan korban kematian, pada umumnya kecelakaan kapal terjadi 
karena faktor manusianya, akan tetapi selain itu juga karena faktor cuaca dan 
sering terjadi kelalaian nakhoda yang dapat mengakibatkan terjadinya 
kecelakaan antar kapal. Di pertengahan tahun 2018 banyak terjadi peristiwa 
kecelakan kapal sampai mengakibatkan kematian, seorang nahkoda yang 
sedang berlayar harus memiliki “surat izin berlayar yang dikeluarkan oleh 
syahbandar”, tanpa surat izin tersebut seorang nahkoda tidak boleh berlayar. 
Awak kapal mempunyai kapten atau yang sering disebut Nakhoda. 
Nakhoda memiliki anggota yang bertugas untuk menangani setiap 
permasalahan yang ada di kapal. Nahkoda adalah seseorang yang sudah 
menanda tangani Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan pengusaha kapal 
dimana dinyatakan sebagai nahkoda, serta memenuhi syarat sebagai nahkoda 
dalam arti untuk memimpin kapal sesuai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Tanggung jawab dari seorang nahkoda kapal adalah: 
1. Memperlengkapi kapalnya dengan sempurna; 
2. Mengawaki kapalnya secara layak sesuai prosedur/aturan; 
3. Membuat kapalnya layak laut (seaworthy); 

































4. Bertanggung jawab atas keselamatan pelayaran; 
5. Bertanggung jawab atas keselamatan para pelayar yang ada diatas 
kapalnya dan 





Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008, Pelayaran 
adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, 





Berdasarkan undang-undang tentang Pelayaran baru yaitu Undang-
undang Nomor 17 Tahun 2008, yang merupakan penyempurnaan dari 
Undang-undang 21 Tahun 1992. Sehingga penyelenggaraan pelayaran sebagai 
sebuah sistem dapat memberikan manfaat yang besar kepada seluruh rakyat, 
bangsa dan negara, memupuk dan mengembangkan jiwa kebaharian dengan 
mengutamakan kepentingan umum, dan kelestarian lingkungan, koordinasi 
antara puat dan daerah serta pertahanan kemanan negara.
3
 
Intitusi di bidang penjagaan laut dan pantai yang dibentuk dan 
bertanggung jawab kepada presiden dan secara teknis operasional 
dilaksanakan oleh Mentri Perhubungan. Penjaga laut dan pantai memiliki 
fungsi komando dalam penegakan aturan di bidang keselamatan dan 
keamanan pelayaran, dan fungsi koordianasi di bidang penegakan hukum di 
luar keselamatan pelayaran. Penjaga laut dan pantai tersebut merupakan 
                                                          
1
https://id.wikipedia.org/wiki/Nakhoda diakses pada 05 November 2018, pukul  00:15 
2
Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. 
3
Martono,. Transportasi Di Perairan Berdasarkan Undang-undang Nomor 17  Tahun 2008 (Cet 1) 
(Jakarta: PT RajaGrafindo Perseda 2011), 3.  

































pemberdayaan Badan Koordinasi Keamanan Laut Dan Perkuatan Kesatuan 
Penjagaan Laut dan Pantai.
4
 
Pasal 1 poin 41 dan 56 UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, 
di dalam pasal 41 dijelaskan bahwa Nakhoda ialah seorang dari awak kapal 
yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal mempunyai wewenang serta 
tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Sedangan dalam pasal 56 dijelaskan, Syahbandar adalah pejabat pemerintahan 
di pelabuhan yang diangkat oleh menteri dan memiliki kewenangan tertinggi 
untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya 




Di dalam pasal 219 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008  
tentang pelayaran menjelaskan bahwa, setiap kapal yang berlayar wajib 
memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar. 
Sedangkan pasal 323 ayat (1) dijelaskan bahwa, Nahkoda yang berlayar tanpa 
memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 219 ayat (1), dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 
Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), Di dalam ayat (2), dijelaskan jika 
perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), megakibatkan kecelakaan 
kapal sehingga mengakibatkan kerugian harta benda dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 
                                                          
4
Ibid,  4. 
5
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. 

































Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan ayat 3 dijelaskan, jika perbuatan 
sebagaimana dimaksud ayat (1), mengakibatkan kecelakaan kapal sehingga 
mengakibatkan kematian dipidana penjara paling lama (10) tahun dan denda 
paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
6
 
Penulis memiliki ketertarikan meneliti masalah dalam skripsi ini 
karena pada putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor: 
171/Pid.Sus/2018/PN.Tbh-Riau, tindak pidana pelayaran yang dilakukan oleh 
pelaku bernaman H. Musbah yang menkhodai Speed Boat SB Berkat Ilahi 
tersebut belum memiliki Surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh 
Syahbandar dan mengakibatkan kecelakaan kapal yang bertabrakan dengan 
kapal Speed Boat mesin 40 PK yang dinahkodai oleh korban Syahrul dan 
terjatuh ke sungai.
7
 Keadaan seperti ini sangat banyak dilanggar oleh nahkoda 
dan meyalahi peraturan perundang-undangan, setiap kapal harus memiliki 
surat persetujuan tersebut.  
Hukum pidana Material adalah keseluruhan peraturan atau hukum 
yang mengatur perbuatan seseorang atau badan yang dilakukan dengan salah 
dan melanggar hukum pidana serta diancam dengan sanksi pidana.
8
Dalam 
kasus yang dilakukan oleh terdakwa yang bernama H. Musbah tersebut, hakim 
memutus terdakwa  dengan pasal 219 jo pasal 323 ayat (3) dan menjatuhkan 
pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan. Pertimbangan 
                                                          
6
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. 
7
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Putusan Pengadilan Negeri 
Tembilahan Nomor: 171/Pid.Sus/2018/PN.Tbh”, 
https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/0a2679127eac57b3253aa9ac41eb9797, diakses 
pada 06 November 2018. 
8
Umar Said Sugiarto, Pengantar Hukum Indonesia (Cet I), ( Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 234. 

































hukum hakim dalam penjatuhan pidana tersebut kurang tepat, karena hakim 
dalam menentukan pidana tersebut tidak ada pidana dendanya. Mengingat 
dalam pasal 323 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 
Tahun 2008 ancaman hukuman sudah ditentukan pidana kurungan dan pidana 
dendanya, yaitu perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1), mengakibatkan 
kecelakaan kapal sehingga mengakibatkan kematian dipidana penjara paling 
lama (10) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar 
lima ratus juta rupiah). 
Hakim dalam menjatuhkan hukuman memiliki kebebasan dan hak 
otoritas untuk menentukan berat ringan hukuman, tetapi hakim tidak 
seharusnya menyampingkan aturan yang sudah dibuat oleh Undang-undang 
karena Undang-undang sudah menentukan ancaman hukuman secara tertulis 
(formal). 
Hukuman pidana dibagi menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. 
Pidana pokok meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan 
pidana tutupan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.
9
 
Sanksi hukuman bagi tindak pidana Indonesia ada beberapa sanksi 
yakni pidana penjara dan pidana denda, pidana denda yaitu  jenis pidana yang 
telah lama dan diterima dalam sistem hukum masyarakat bangsa di dunia, 
tetapi walaupun sudah lama dikenal namun pidana denda di Indonesia ini 
masih tergolong miskin, hal ini merupakan refleksi dari kenyataan bahwa 
                                                          
9
Andi Hamzah, Sistem Pidanadan Pemidanaan di Indonesia, (Jakarta: Pradya Paramita,1993),  27. 

































masyarakat pada umumnya masih menganggap bahwa pidana denda adalah 
pidana yang paling ringan. 
Hakim akan selalu mempertimbangkan sanksi pidana denda, terutama 
dalam memutus perkara pidana. Namun pidana denda seharusnya dapat 
dirasakan sifat penderitaannya pada mereka yang dijatuhinya.
10
 Sanksi denda 
bertujuan untuk membebaskan rasa bersalah kepada terpidana dan 
memberikan kepuasan kepada pihak korban.
11
 
Kelalaian atau kealpaan, meskipun pada umumnya bagi kejahatan 
diperlukan adanya kesengajaan, tetapi terhadap sebagian dari padanya 
ditentukan bahwa di samping sengaja orang juga sudah dapat dipidana bila 
kesalahannya berbentuk kealpaan. Misalnya pasal 359 Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana (KUHP) dapat dipidananya orang yang menyebabkan matinya 
oranglain karena kealpaan. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan bahwa 




Hukum pidana Islam merupakan bagian dari syariat Allah yang 
mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di 
akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asasi 
bagi setiap manusia untuk melaksanakannya.
13
 Pada dasarnya syariat Islam 
menentukan macamnya hukuman dengan jelas sehingga mungkin bagi hakim 
untuk menciptakan hukuman dari dirinya sendiri. 
                                                          
10
SuparniNiniek, EksistensiPidanaDendadalamSistemPidanadanPemidanaan (Ed. 1, Cet.1), 
(Jakarta: SinarGrafika, 1996), 60. 
11
Suhariyono , PembaruanPidanaDendaIndonesia, (Jakarta: SinarSinanti, 2012), 11. 
12
Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana (Cet 8) (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), 214. 
13
Zainudin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 1. 

































Jari<mah yang tidak dapat dikenai sanksi h}udu<d atau kaffarat 
dikualifikasi sebagai jari<mah ta’zi<r para fuqaha sepakat bahwa yang dimaksud 
dengan perbuatan maksiat adalah meninggalkan kewajiban dan melakukan 
hal-hal yang dilarang seperti melayarkan kapal tanpa surat izin syahbandar.
14
 
Berdasarkan latar belakang tersebut menjelaskan tentang nakhoda 
yang melayarkan kapal tanpa surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh 
syahbandar, dan hukuman bagi pelaku tindak pidana pelyaran dalam hukum 
Islam. maka penulis memilih judul tentang “Tinjauan Hukum Pidana Islam 
Terhadap Tindak Pidana Pelayaran Tanpa Surat Izin Syahbandar”. 
 
B. Identifikasi dan Batasan Masalah. 
1. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penilitian skripsi ini 
mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 
1. Di Indonesia sering terjadi tindak pidana pelayaran. 
2. Undang-undang yang mengatur tindak pidana pelayaran. 
3. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim terhadap putusan 
Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor: 171/Pid.Sus/2018/PN.Tbh-
Riau tentang tindak pidana pelayaran. 
4. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri 
Tembilahan Nomor: 171/Pid.Sus/2018/PN.Tbh tentang tindak pidana 
pelayaran. 
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Ahmad Dzajuli, Fiqh Jinayah, Cet II, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997). 176. 

































2. Batasan Masalah 
 Berdasarkan identifikasi masalah diatas dan juga bertujuan agar 
permasalahan ini dikaji dengan baik, maka penulis membatasi penulisan 
karya ilmiah dengan batasan: 
1. Pertimbangan hukum hakim atas sanksi terhadap putusan Pengadilan 
Negeri Tembilahan Nomor: 171/Pid.Sus/2018/PN.Tbh-Riau tentang 
tindak pidana pelayaran tanpa surat izin syahbandar menyebabkan 
kecelakaan yang mengakibatkan kematian. 
2. Tinjauan hukum pidana Islam atas sanksi pertimbangan hukum hakim 
terhadap putusan Pengadilan Negeri Tembilahan-Riau Nomor: 
171/Pid.Sus/2018/PN.Tbh-Riau tentang tindak pidana pelayaran tanpa 
surat izin syahbandar menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan 
kematian. 
C. Rumusan Masalah. 
Agar penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan 
awal penulisan, maka penulis akan memfokuskan pada beberapa masalah 
untuk diteliti lebih lanjut, yaitu: 
1. Bagaimana analisis terhadap pertimbangan hukum hakim atas sanksi 
putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor: 
171/Pid.Sus/2018/PN.Tbh-Riau tentang tindak pidana pelayaran tanpa 
surat izin syahbandar menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan 
kematian? 

































2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam atas sanksi pertimbangan hukum 
hakim terhadap putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor: 
171/Pid.Sus/2018/PN.Tbh-Riau tentang tindak pidana pelayaran tanpa 
surat izin syahbandar menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan 
kematian ? 
D. Kajian Pustaka. 
Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian 
yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga 
terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan 
atau duplikat dan kajian/penilitan yang telah ada. Berdasarkan penelusuran 
penulis, ada beberapa skripsi yang membahas tema yang berkaitan dengan 
skripsiini, diantaranya adalah: 
1. Penelitian Muhammad Najib, yang berjudul “Analisis Hukum Pidana 
Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Nahkoda menurut Undang-
undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008” menjelaskan mengenai sanksi 
bagi nahkoda yang ringan dijatuhi pidana penjara paling lama 6 (enam) 
bulan dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) 
dan mengenai penjatuhan pidana terberat antara penjara 10 (sepuluh) tahun 
dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta 
rupiah) dan mengenai hukuman dalam hukum pidana Islam, tindakan 
pidana yang dilakukan oleh nahkoda yang mengakibatkan kerugian harta 
benda atau bahkan kematian bagi para penumpangnya dikenai hukuman 





































2. Penelitian Richa Mustafa, yang berjudul “Tanggung Jawab Pengangkut 
Terhadap Kelaikan Kapal dalam Pelayaran” menjelaskan bagaimana 
tanggung jawab pengawasan dan penyelenggaraan keselamatan 
pengangkutan, kelaikam kapal menjadi peranan penting, dilihat 
banyakanya kasus yang terjadi diperairan. Serta bagaimana bentuk 
pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap kelaiklautan kapal 
tersebut, dan sanksi apa yang dikenakan pada pengangkut jika melakukan 
pelanggaran terhadap kelaiklautan kapal.
16
 
3. Penelitian Deny Tri Wahyunto, yang berjudul  “Analisis Hukum Pidana 
Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Dengan Sengaja Melayarkan Kapal 
Dalam Keadaan Tidak Laiklaut dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI 
Jakarta Nomor: 4/Pid.Sus/2018/PT.DKI” menjelaskan berdasarkan fakta 
hukum yang ada  hakim memutuskan dengan pasal 302 ayat (1) Undang-
undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, dengan pidana penjara 1 
(satu) tahun dan denda sebesar RP.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 
dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 
selama 3 (tiga) bulan. Jika dibuhungkan dengan Undang-undang Nomor 
17 Tahun 2008 tentang pelayaran  302 ayat (1)  dengan putusan 
Pengadilan Tinggi sebagaimana telah dijelaskan diatas, ada sedikit 
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Muhamad Najib, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana 
Nahkoda Menurut Undang-undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008” (Skripsi—UIN Sunan 
Ampel, Surabaya, 2014). 
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Richa Musthafa “Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Kelaikan Kapal dalam 
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perbedaan pemahaman, dalam Undang-undang Pelayaran, disebutkan 
penjatuhan hukuman dapat dijatuhi hukuman dengan pidana penjara atau 
pidana denda sedangkan dalam kasus diatas, hakim telah memberikan 
hukuman denda dan pidana penjara. Permasalahan diatas, memiliki arti 
kata “atau” dalam Undang-undang merupakan pilihan hukuman yang 
hanya dapat diberikan salah satu bukan duanya.
17
 
Uraian diatas, penulis menunjukkan bahwa pembahasan judul skripsi 
yang dteliti oleh penulis berbeda dengan beberapa pembahasan skripsi diatas. 
Fokus pembahasan yang penulis teliti lebih mengkaji analisis tentang 
pertimbangan hakim memberikan hukuman pidana denda yang tidak diikut 
sertakan dalam ketentuan Undang-undang terhadap pelaku tindak pidana 
pelayaran, karena tindak pidana pelayaran yang mengakibatkan kematian 
seseorang harus dihukum sesuai dengan ketentuan Undang-undang pelarayan 
agar pelaku mendapatkan efek jera agar masyarakat tidak mengulangi tindak 
pidana pelayaran yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar dan 
mengakibatkan kematian. 
E. Tujuan.Penilitian 
Tujuan penelitian merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti 
melalui penelitian yang dilakukannya.
18
 Berdasarkan rumusan masalah diatas, 
maka secara garis besar penelitian ini dilakukan dengan berbagai tujuan antara 
lain sebagai berikut: 
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2018).   
18
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1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana positif terhadap 
pertimbangan hukum hakim putusan Pengadilan Negeri Tembilahan 
Nomor: 171/Pid.Sus/2018/PN.Tbh-Riau tentang tindak pidana pelayaran 
tanpa surat izin syahbandar menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan 
kematian. 
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap 
putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor: 
171/Pid.Sus/2018/PN.Tbh-Riau tentang tindak pidana pelayaran 
menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan kematian. 
F. Kegunaan Hasil Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih 
pemikiran bagi disiplin keilmuan secara umum dan sekurang-kurangnya dapat 
digunakan untuk 2 (dua) aspek, yaitu sebagai berikut: 
1. Aspek keilmuan (teoritis), yaitu sebagai masukan dalam rangka 
pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana 
Islam yang berkaitan dengan masalah tindak pidana berlayar tanpa 
memiliki surat persetujuan berlayar. 
2. Aspek terapan (praktis) 
a. Dijadikan bahan penyusunan hipotesis bagi penelitian selanjutnya yang 
berkaitan dengan masalah tindak pidana berlayar tanpa memiliki surat 
persetujuan berlayar. 

































b. Acuan bagi nakhoda yang berlayar tanpa memilki surat izin  berlayar 
dari syahbandar, sumbangsih informasi betapa pentingnya hukuman 
bagi pelaku tindak pidana berlayar tanpa memiliki surat izin berlayar.  
G. Definisi Operasional 
Untuk mendefinisikan judul yang bersifat operasional dalam penulisan 
skripsi ini agar dapat dipahami ini dengan jelas tentang arah dan tujuannya, 
sehingga tidak terjadi kesalahpahaman untuk memahami maksud yang 
terkandung. 
Judul skripsi “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelayaran 
Tanpa Izin Syahbandar menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan 
kematian Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 
171/Pid.Sus/2018/PN.Tbh-Riau”, beberapa hal yang terkait dengan judul 
skripsi ini : 
1. Hukum Pidana Islam 
 Hukum pidana Islam ialah Abdul Qadir Audah, pengertian dari 
hukum pidana Islam atau jina<yah  adalah suatu istilah untuk perbuatan 
yang dilarang oleh syariat, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, 
atau lainnya. Yang dimaksud dengan hukum pidana Islam dalam peneltian 
ini adalah hukuman ta’zi<r. Pengertian ta’zi<r  adalah hukuman yang tidak 
ditentukan oleh al-Qur’an dan Hadist yang berkaitan dengan kejahatan 
yang berkaitan dengan hal Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk 
memberi pelajaran pelaku dan mencegah untuk tidak mengulangi 
kejahatan serupa. 

































2. Tindak pidana pelaryaran 
 Tindak pidana pelayaran yaitu suatu perbuatan atau tindakan yang 
melanggar sistem pelayaran yang meiputi angkutan di perairan, 
kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, dan perlindungan 
lingkungan maritim dan diancam dengan hukuman yang diatur oleh 
undang-undang pelarayan, dalam hal ini tindak pidana pelayaran sendiri 
diatur dalam undang-undang nomor 17 tahun 2008, setiap nakhoda yang 
akan melayarkan kapal wajib memiliki surat izin yang dikeluarkan oleh 
syahbandar jika seorang nakhoda tidak mempunyai surat izin syahbandar 
tidak diperbolehkan untuk berlayar karena tidak memenuhi syarat untuk 
berlayar karena salah satu unsur tindak pidana pelayaran adalah tanpa 
memiliki surat izin berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar.  
3. Tanpa izin syahbandar 
 Tanpa izin syahbandar ialah nakhoda yang melayarkan kapal tanpa 
surat persetujuan yang dikeluarkam oleh syahbandar, setiap kapal yang 
memasuki pelabuhan diwajibkan untuk menyerahkan dokumen asli kapal 
(surat-surat dan sertifikat) kepada syahbandar untuk diperiksa dan 
disimpan sampai dengan pada saaat kapal berangkat diberikan bersamaan 
dengan surat izin syahbandar. Kapal yang akan berlayar jika tidak 
mempunyai surat izin syahbandar tidak diperbolehkan melayarkan 
kapalnya karena surat izin ini berisikan status hukum kapal menjamin 
keselamatan dan keamanan penumpang, kelaikanlaut, status hukum kapal, 

































manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal dan 
manajemen keamanan kapal untuk berlayar 
4.   kecelakaan yang mengakibatkan kematian 
  Kecelakaan yang mengakibatkan kematian sering terjadi dikarena 
kelalaian pengemudi kurangnya hati-hati, ketidaklayakan kendaraan, dan 
tidak patuhnya pengemudi terhadap aturan-aturan yang di buat oleh 
pemerintah, dalam hal ini nakhoda kurang mematuhi aturan karena tidak 
mempunyai surat izin yang dikeluarkan oleh syahbandar yang 
menyebabkan kecealakaan kapal yang mengakibatkan kematian, pada 
dasarnya kecelakaan memang terjadi sewaktu-waktu, tapi jikalau 
seseorang mematuhi aturan akan menimalisir terjadinya kecelakaan. 
H. Metode Penelitian 
Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum. Penelitian hukum 
adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang 
bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-
norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang 
berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat. 
Penelitian dianggap sebagai karya tulis ilmiah jika di dalamnya 
memuat metodologi, istilah metodologi dapat disebut sebagai pengetahuan 
tentang berbagai cara kerja yang disesuaikan dengan objek studi ilmu 
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Zainuddin Ali, MetodePenelitianHukum, (Jakarta :SinarGrafika, 2013), 19. 

































Sejalan dengan ketentuan di atas, maka penulisan ini perlu dan harus 
menggunakan metode penelitian sebagai berikut:  
1. Jenis Penelitian  
Penelitian ini dapat digolongkan berdasarkan berbagai macam 
alasan mengapa penelitian hukum ini dilakukan.
20
 Jenis penelitian ini 
menggunakan penelitian pustaka (library research) yaitu penelitian yang 
menekankan sumber informasinya dari buku-buku hukum dan literatur 
yang berkaitan atau relevan dengan objek peneliti.
21
 
Dalam studi kepustakaan penulis mengumpulkan bahan dari studi 
putusan Pengadilan Negeri Tembilahan yakni mengenai tindak pidana 
pelayaran dalam studi putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 
171/Pid.Sus/2018/PN.Tbh-Riau. 
2. Data yang dikumpulkan 
Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka data yang 
diperlukan adalah data yang terkait dengan sumber data primer dan 
sumber data sekunder yang menjelaskan tentang analisis Hukum Pidana 
Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 
171/Pid.Sus/2018/PN.Tbh-Riau tentang tindak pidana Pelayaran. Maka 
data yang dikumpulkan adalah Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan-
Riau meliputi;  
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a. deskripsi kasus yang menjelaskan tentang terjadinya peristiwa 
terjadinya tindak pidana pelayaran tanpa surat izin syahbandar dan 
kecelakaan kapal yang mengakibatkan kematian. 
b. Isi putusan nomor 171/Pid.Sus/2018/Pn.Tbh-Riau yaitu tentang 
identitas terdakwa, dakwaan dan tuntutan jaksa. 
c. Tentang pertimbangan hakim yang meliputi beberapa hal yaitu, 
keterangan saksi, keterangan saksi ahli JPU, saksi yang meringankan, 
barang bukti, keterangan terdakwa, landasan hukum hakim, dan hal 
yang meringankan dan memberaktan. 
d. Amar putusan. 
3. Sumber.data 
a. Sumber Data Primer 
Sumber data primer sumber data yang memiliki otoritas 
(authority), artinya bersifat mengikat.
22
 Dalam penelitian ini sumber 
data primernya Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor: 
171/Pid.Sus/2018/PN.Tbh-Riau, tentang tindak pidana berlayar tanpa 
memiliki surat persetujuan syahbandar. 
b. Sumber.data sekunder 
 Sumber data sekunder ialah data yang diperoleh melalui bahan pustaka 
yang memberi penjelasan terhadap sumber primer. Sumber data 
sekunder dalam penelitian ini meliputi dari hasil penelitian para ahli, 
pendapat para ahli hukum yang berupa literatur buku yang sesuai 
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dengan tindak pidana pelayaran, serta penelitian terdahulu yang 
berhubungan dengan tindak pidana pelayaran, antara lain: 
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. 
2. H.K. Martono, Transportasi Di Perairan Berdasarkan Undang-
undang Nomor 17 Tahun 2008 cet 1 Jakarta: PT Raja Grafindo 
Perdesa, 2011 
3. Suparni Niniek, Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana 
dan Pemidanaan, Jakarta: Sinar Grafika, 1996 
4. https://id.wikipedia.org/wiki/Nakhoda 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data berarti mencatat peristiwa.
23
 Untuk memperoleh 
data yang diperlukan, maka penelitian ini menggunakan teknik sebagai 
berikut: 
a. Studi dokumentasi yakni teknik pengumpulan data yang tidak 
langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen, 
atau dilakukan melalui berkas yang ada dengan cara di ketik dan 
ditulis. Dokumen yang diteliti adalah putusan Pengadilan Negeri 
Tembilahan Nomor: 171/Pid.Sus/2018/PN.Tbh-Riau, tentang tindak 
pidana berlayar tanpa memiliki surat persetujuan syahbandar. 
b. Studi kepustakaan, yakni teknik pengumpulan data yang bersumber 
dari buku, Undung-undang, artikel dan internet, teknik mengumpulkan 
dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menelaah dan mencatat 
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hal yang berhubungan dengan penelitian tentang tindak pidana 
pelayaran tanpa surat izin. 
5. Teknik Pengolahan Data  
Beberapa data berhasil dikumpulkan, kemudian dilakukan 
pengelolahan data dengan menggunakan cara sebagai berikut: 
a. Editing, yaitu meneliti data yang telah diperoleh untuk mengetahui 
informasi dari kelengkapan catatan pengumpul data, kejelasan makna, 
kesesuaian, dan keseragaman suatu data,
24
 yang berkaitan dengan 
tindak pidana pelayaran berdasarkan hukum pidana Islam dan Undang-
undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. 
b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematiskan data yang 
diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah diperoleh untuk 
menghasilkan bahan guna, dijadikan karya tulis yang berkaitan dengan 
tindak pidana pelayaran. 
c. Analizing, ialah menganalisis dari data yang telah dideskripsikan pada 
bab III dan menganalisa pada bab IV dalam rangka untuk menunjang 
bahasa atas proses menjawab permasalahan yang telah dipaparkan di 
dalam rumusan masalah. Analisis tersebut meliputi sanksi hukuman 
denda bagi pelaku tindak pidana Nomor: 171/Pid.Sus/2018/PN Tbh-
Riau, tentang tindak pidana berlayar tanpa memiliki surat persetujuan 
syahbandar. 
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6. Teknik Analisis Data 
Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara 
sistematis catatan hasil dokumentasi dan kajian pustaka untuk pemahaman 




Selanjutnya setelah data yang dibutuhkan telah terkumpul, maka 
data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif 
analisis, kemudian data dianalisis menggunakan pola pikir deduktif, 
deskriptif analisis ialah teknik analisa yang menggambarkan sebuah data 
sesuai faktanya sesuai dengan objek penelitian ini yaitu putusan 
Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor: 171/Pid.Sus/2018/PN.Tbh-Riau,  
tentang tindak pidana berlayar tanpa memiliki surat izin berlayar 
keseluruhan kemudian dianalisa dengan hukum pidana Islam. Pola pikir 
deduktif, yaitu analisa data yang dengan memaparkan data yang telah di 
peroleh dari Pengadilan Negeri Tembilahan-Riau secara umum dalam hal 
ini teori hukum pidana Islam, kemudian memaparkan yang bersifat khusus 
dalam hal ini dasar putusan hakim dalam tindak pidana dengan 
menggunakan Undang-undang khusus pelayaran. 
I. Sistematika Pembahasan  
Memberikan gambaran yang jelas dan mudah dipahami oleh pembaca 
mengenai pokok-pokonya, penulis akan menyusun sistematika skripsi sebagai 
berikut: 
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Bab pertama, berisi tentang pendahuluan, yaitu merupakan gambaran 
umum yangterdiri dari beberapa sub bab yang meliputi latar belakang, 
identifikasi danbatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan 
penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, 
dansistematika pembahasan. 
Bab kedua, bab ini membahas tentang landasan teori jari<mah ta’zi<r 
tentang tindak pidana berlayar tanpa surat berlayar yang mengakibatkan 
kematian dalam prespektif pidana Islam. Meliputi pengertian pembunuhan 
dalam Islam, dasar hukum, macam-macam, unsur, dasar hukum dan sanksi 
hukuman pembunuhan, pengertian jari<mah ta’z<ir, dasar hukum jari<mah ta’z<ir, 
tujuan dan syarat-syarat ta’z<ir, serta macam-macam sanksi hukuman ta’z<ir.  
Bab  ketiga, berisi penyajian data yang diambil dari putusan 
Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor:171/Pid.Sus/2018/PN.Tbh-Riau. Dan 
akan memaparkan deskripsi kasus tindak pidana pelayaran dan dasar putusan 
hakim yang digunakan dalam putusan tersebut. 
Bab keempat, bab ini mengemukakan tentang analisa hukum positif 
dan hukum pidana Islam atas pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan 
Negeri Tembilahan Nomor: 171/Pid.Sus/2018/PN.Tbh-Riau tentang tindak 
pidana pelayaran. 
Bab kelima, merupakan bab terakhir yang menjadi penutup berisikan 
kesimpulan dan saran-saran. Bab ini bertujuan untuk memberikan kesimpulan 
dari bab-bab sebelumnya mengenai apa dan bagaimana isi pokok bahasan 
tersebut dan selanjutnya memberikan saran untuk Pengadilan Negeri 

































Tembilahan dan lembaga penegak hukum terkait mengenai isi dari penulisan 
skripsi ini. 
 







































A. Pengertian Jari<mah Pembunuhan 
 Wojowasito mengartikan pembunuhan adalah perampasan nyawa 
seseorang,
1
 sedangkan menurut Abdul Qadir Audah adalah perbuatan 
seseorang yang menghilangkan nyawa hidup atau hilangnya roh adami 
akibat perbuatan manusia yang lain. Pembunuhan secara luas adalah 
peniadaan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak 
berfungsinya seluruh anggota badan disebabkan ketiadakan roh sebagai 
unsur utama untuk menggerakkan tubuh. 
 Pembunuhan termasuk perbuatan yang paling keji dan biadab 
dalam hukum Islam pembunuhan ada yang diperbolehkan oleh syara’ dan 
ada juga yang tidak diperboleh oleh syara’, hal yang diperbolehkan oleh 
syara’ yaitu, pelaku yang dikenai hukuman qishash, pembunuhan terpaksa 
karena membela diri, pembunuhan yang terjadi pada peperangan. Adapun 
pembunuhan yang tidak diperbolehkan yaitu, pembunuhan yang 
diharamkan oleh Allah dan Rasulullah, Allah SWT berfirman dalam surat 
al-Isra ayat 33: 
 ِوِِّيلَوِل اَنْلَعَج ْدَق َف اًموُلْظَم َلُِتق ْنَمَو ِّقَْلِْبِ لاِإ ُ َّللَّا َمَّرَح ِتَِّلا َسْفَّ نلا اوُل ُتْق َت لاَو
 ُصْنَم َناَك ُوَّنِإ ِلْتَقْلا فِ ْفِرْسُي لاَف ًنًَاطْلُسًارو:ارسلإا( .33)   
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Rahmad Hakim, yang dikutib dari wojowasito, Hukum Pidana Islam,(Bandung:Pustaka Setia, 
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Artinya: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah 
(membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang 
siapa dibunuh secara lalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi 
kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui 
batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yangmendapat 
pertolongan. ( Q.S. Al-Isra: 33)
2 
 
   Ayat diatas menjelaskan bahwa ada dua jiwa , yaitu jiwa yang 




B. Macam-macam Jari<mah Pembunuhan 
Para ulama Hanafiyah, Syafi’iyah dan Hambaliyah membagi macam 
pembunuhan menjadi tiga bentuk yakni, pembunuhan sengaja, semi sengaja 
dan pembunuhan tidak sengaja (pembunuhan karena kesalahan). 
1) Pembunuhan Sengaja 
Pembunuhan sengaja atau dilakukan dengan sengaja atau qathul 
amdi, yaitu perampasan nyawa seseorang yang dilakukan dengan 
sengaja atau sudah mempunyai niat membunuh.
4
 
2) Pembunuhan semi sengaja 
Pembunuhan semi sengaja atau qathlu syighul amdi, 
pembunuhan ini mempunyai perselisihan pendapat para ulama. Para 
ulama mayoritas mengakui keberadaaannya sebagai salah satu bentuk 
pembunuhan. Menurut Sayid Sabiq dan beberapa besar sahabat, 
perbuatan itu sendiri sengaja dilakukan dalam objek yang dimaksud, 
namun sama sekali tidak menghendaki kematian si korban. 
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Kesengajaan tersebut mungkin hanya memberi pelajaran kepada si 
korban dan tidak bermaksud untuk membunuh.
5
 
3) Pembunuhan tidak sengaja (pembunuhan karena kesalahan) 
Pembunuhan tidak sengaja atau qatlu amdi atau qathul khatha, 
yaitu kesalahan dalam berbuat sesuatu yang mengakibatkan kematian 
seseorang. Walaupun disengaja, perbuatan ini tidak ditunjukan kepada 
si korban dan pembunuhan ini tidak memiliki niat untuk membunuh.
6
 
C. Unsur-unsur Jari<mah Pembunuhan 
 Dalam teori hukum pidana Islam, pembunuhan di bagi menjadi tiga 
bagian, yang pertama pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, 
dan pembunuhan tidak sengaja (pembunuhan karena kesalahan), ketiga 
bagian pembunuhan ini memiliki unsur yang berbeda. 
a. Unsur pembunuhan sengaja, meliputi tiga unsur yakni:7 
1. Korban adalah orang yang hidup; 
2. Perbuatan si pelaku mengakibatkan kematian korban; dan 
3. Ada niat bagi si pelaku untuk menghilangkan nyawa korban. 
Unsur pertama tentang korban yang hidup, adalah ia hidup ketika 
terjadi pembunuhan, sekalipun sakit keras, akan tetapi jika seorang bayi 
yang masih di dalam kandungan tidak termasuk manusia yang hidup 
sempurna. 






A. Dzazuli, Fiqih Jinayah, Cet III,(Jakarta: PT RajaGrafindo, 2000), . . . 128.  

































Unsur kedua perbuatan si pelaku mengakibatkan kematian korban, 
perhatian ulama dari segi ini adalah alat yang digunakan pelaku untuk 
membunuh korban. 
Unsur ketiga adanya niat bagi si pelaku untuk menghilangkan 
nyawa korban, menurut para ulama pembunuhan sengaja tidak dapat 
dikatakan jika pelaku tidak memiliki niat untuk membunuh korban. Jadi 
hal ini sangat penting karena syarat utama dari pembunuhan sengaja 
adanya niat untuk membunuh. 
b. Unsur pembunuhan semi sengaja, meliputi tiga unsur yakni:8 
1. Pelaku melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian; 
2. Ada maksud penganiayaan atau permusuhan; dan 
3. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan 
kematian korban. 
Perbuatan yang mengakibatkan kematian ini tidak ditentukan 
bentuknya, dapat berupa pemukulan, pelukan, penusukan, dan sebagainya. 
Disyaratkan korban adalah orang yang terpelihara darahnya. 
Unsur kedua ini, memiliki perbedaan dengan pembunuhan sengaja, 
pelaku memang sengaja melakukan pembunuhan tersebut, akan tetapi di 
pembunuhan tidak sengaja ini si pelaku tidak bermaksud untuk 
membunuh, sekalipun ia melakukan penganiayaan. 
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Unsur ketiga ini, adanya penganiayaan itu menyebabkan kematian 
korban secara langsung atau merupakan sebab yang membawa 
kematiannya. 




a. Adanya perbuatan yang mengakibatkan kematian; 
b. Terjadinya perbuatan itu karena kesalahan; dan 
c. Adanya sebab akibat antara perbuatan kesalahan dengan kematian 
korban. 
Unsur pertama, disyaratkan tidak sengaja dilakukan oleh pelaku 
atau karena kelalaiannya, unsur kedua, pada prinsipnya kesalahan itu 
merupakan perdebatan yang prinsipal antara pembunuhan kesalahan 
dengan pembunuhan lainnya, unsur ketiga, kematian korban 
merupakan akibat dari kesalahan pelaku. 
D. Dasar Hukum dan Sanksi Jari<mah Pembunhan 
 Secara umum tindak pidana pembunuhan menurut ulama 
Malikiyyah, dibagai dua macam, yaitu pembunuhan sengaja dan 
pembunuhan tidak sengaja yang dijelaskan dalam Al-Qur’an surah an-
Nisa’ sebagai berikut: 
 ُرِيرْحَت َف ًَأطَخ اًنِمْؤُم َلَت َق ْنَمَو ًَأطَخ لاِإ اًنِمْؤُم َلُتْق َي ْنَأ ٍنِمْؤُمِل َناَك اَمَو
 ِإ ٌةَمَّلَسُم ٌَةيِدَو ٍةَنِمْؤُم ٍةَب َقَراوُق َّدَّصَي ْنَأ لاِإ ِوِلَْىأ َلَ... :ءاسنلا(29)  
Artinya: Dan tidaklah layak seorang mukmin membunuh seorang 
mukmin kecuali karena kesalahannya (tidak sengaja), barang siapa 
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membunuh karena kesalahannya, hendaklah dia memerdekakan 
seorang hamba sahaya yang beriman serta menyerahkan diya<t 
kepada keluarga si terbunuh, kecuali keluarga si terbunuh 
menyedekahkannya... (Q.S An-Nisa: 92) 
 
 ُ َّللَّا َبِضَغَو اَهيِف اًدِلاَخ ُمَّنَهَج ُهُؤَازَجَف اًد ِّمَع َتُم اًنِمْؤُم ْلُتْق َي ْنَمَو
 ُوَنَعَلَو ِوْيَلَعاًميِظَع ًبِاَذَع ُوَل َّدََعأَو. :ءاسنلا(23)  
Artinya: Dan brang siapa yang membunuh seorang dengan mukmin 
dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam kekallah dia 
didalamnya Allah memurkainnya dan mengutuknya serta 




Ayat pertama menjelaskan tentang pembunuhan tidak sengaja 
(karena kelasahannya), sedangkan pada ayat kedua menjelaskan tentang 
membunuh dengan sengaja. Setiap pembunuhan sengaja, tidak sengaja 
maupun semi sengaja sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku berbeda-beda. 
Sanksi pembunuhan sengaja yaitu, para fikih berpendapat bahwa 
hukuman bagi pelaku pembunuhan sengaja yakni qisa<s, hukuman qisa<s 
tidak dijatuhkan apabila dimaafkan oleh ahli waris. Jika hukuman qisa<s 
gugur (dimaafkan karena berdamaian), maka ada pengganti dua pengganti 
hukuman diya<t yang di tanggung oleh pelaku dan hukuman ta’zi<r, dalam 
hukuman tersebut pembunuhan disengaja juga ada hukuman lainnya, yaitu 
terhalang hak warisnya dan terhalang hak pada korban. 
11
 
Sanksi pembunuhan semi sengaja ada dua yaitu diya<t dan kaffarat. 
Diya<t pada pembunuhan semi sengaja sama hal dengan pembunuhan 
sengaja. Yang kedua kaffarat yaitu, memerdekakan seorang hamba sahaya 
wanita yang mukmin, jika tidak ada wajib berpuasa dua bulan berturut-
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turut. Menurut mazhab Maliki jenis hukuman kedua ini tidak ada, sebab 




Sanksi hukuman tidak sengaja atau tersalah, para ulama fikih 
menetapkan hukuman bagi pembunuhan tidak sengaja atau tersalah yakni, 
diya<t dan kaffarat. Hukuman penggantinya ialah berpuasa selama dua 
bulan berturut-turut dan hukuman tambahannya sama dengan jenis 
hukuman sebelumnya.
13
 Bila pelaku telah membayar uang ganti rugi 
kepeda pihak keluarga dan jika pihak keluarga memaafkan perbuatannya, 
maka hukuman panggantinya ialah ta’z<ir. 
E. Pengertian Jari<mah Ta’zi<r  dan Dasar Hukum Ta’z<ir 
 Jari<mah ta’zi<r secara etimologis berarti menolak atau mencegah, 
sebagian ulama mengartikan sebagai hukuman dengan pelanggaran 
terhadap hak Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan oleh al-Qur’an 
dan hadis.Ta’zi<r memberikan pengajaran kepada si terhukum dan 
sekaligus mencegahnya umtuk tidak mengulangi perbuatan yang sama. 
Sebagian mengatakan sebagai sebuah hukuman terhadap perbuatan 
maksiat yang tidak hukum dengan hukuman h}ad atau kafarat. 
 Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa ta’zi<r 
merupakan hukuman yang tidak ditentukan syara’. Jari<mah ta’zi<r adalah 
jari<mah yang sebagian terbesar jari<mah-nya dan seluruh sanksinya 
ditentukan penguasa. Namun ada sebagian kecil jari<mah ta’zi<r yang 










































Ta’zi<r  bermakna menolak, mencegah, menguatkan, memuliakan 
dan membantu. Dalam al-Qur’an surat al-Fath ayat 9 disebutkan: 
 ًلايِصَأَو ًةَرْكُب ُهوُحِّبَسُتَو ُهوُرِّقَو ُتَو ُهوُرِّزَع ُتَو ِِولوُسَرَو َِّللَِّبِ اوُنِمْؤ ُِتل.:حتفلا(2)  
Artinya: Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, 
menguatkan (agama) Nya, membesarkan-Nya. Dan bertasbih kepada-Nya 
di waktu pagi dan petang. (Q.S. AL-FATH: 9)15 
 
Terjemahan tersebut diatas A. Hasan menerjemahkan: 
watu’azziruhu sebagaimana dikutip oleh Haliman dengan: dan supaya 
kamuteguhkan (agamanya) dan untuk mencapai tujuan ini, satu 
diantaranya ialah dengan mencegah musuh-musuh Allah, sebagaimana 
yang telah dikemukakan oleh Syarbini al-Khatib.
16
 
Adapun Hadis yang dijadikan dasar adanya jarimah ta’zi<r adalah 
sebagaiberikut: 
1. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bahz ibn Hakim yang artinya “ 
DariBahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi Saw 
menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan”. 
2. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Burdah yang artinya “Dari 
Abu Burdah Al-Anshari RA. Bahwa ia mendengar Rasulullah Saw 
bersabda: Tidak boleh dijilid diatas sepuluh cambuk kecuali didalam 
hukuman yang telah ditentukan oleh Allah ta’ala (Muttafaqun Alaih)”. 
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3. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah yang artinya “Dari Aisyah 
RA. Bahwa nabi bersabda: Ringankanlah hukuman bagi orang-orang 
yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali 
dalam jari<mah-jari<mah Hudu<d ”.17 
Hadist diatas menjelaskan tentang eksistensi ta’zi<r dalam syariat 
islam.  
1. Hadist yang kesatu tentang perbuatan nabi yang menahan pelaku 
tindak pidana untuk memudahkan proses penyelidikan, agar pelaku 
tidak dapat melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau 
mengulangi perbuatan tindak pidana. 
2. Hadist yang kedua tentang batasan hukuman ta’zi<r yang tidak boleh 
lebih dari sepuluh cambukan untuk membedakan dengan h}udu<d. 
Menurut Al-Kahliani, ulama sepakat bahwa jari<mah h}udu<d ialah zina, 
qadzaf, meminum khamr, pemberontakan, murtad, pencurian, dan 
perampokan, adapun jarimah qisa<s-diya<t ialah pembunuhan dan 
penganiayaan, masing-masing jari<mah tersebut dibedakan lagi, 
pertama pembunuhan disengaja, kedua pembunuhan semi sengaja dan 
ketiga pembunuhan tersalah. 
3. Hadist yang ketiga tentang teknis pelaksanaan hukuman ta’zi<r yang 




F. Tujuan dan Syarat-syarat Ta’zi<r 
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1. Preventif (pencegahan). Ditujukan bagi orang lain yang belum 
melakukan jari<mah. 
2. Represif (membuat pelaku jera). Dimaksudkan agar pelaku tidak 
mengulangi perbuatan jari<mah dikemudian hari. 
3. Kuratif (isla>h). Ta’zi<r harus membawa perbaikan perilaku terpidana 
dikemudian hari. 
4. Edukatif (pendidikan). Diharapkan dapat mengubah pola hidupnya 
kearah yang lebih baik.
19
 
Syara’ tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap 
jari<mah ta’zi<r, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari 
yang paling ringan sampai yang paling berat. Hakim diberi kebebasan 
untuk memilih hukuman mana yang sesuai. Dengan demikian, sanksi 
ta’zi<r  tidak mempunyai batas tertentu. 
Ta’zi<r berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. 
Syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan, baik laki-laki 




G. Macam-macam Sanksi Hukum Ta’zi<r 
Sanksi ta’zi<r dimulai dari hukuman ringan sampai dengan 
hukuman paling berat, hakim disini mempunyai wewenang untuk 
menentukan hukuman yang sesuai dengan keadaan jari<mah serta diri 
pembuatnya. Hukuman-hukuman ta’zi<r antara lain sebagai berikut: 
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Menurut Mazhab Hanafi diperbolehkan sanksi ta’zi<r dengan 
hukuman mati apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan 
berulangkali dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Menurut 
kalangan Malikiyah dan Hanabillah juga membolehkan hukuman mati 
sebagai sanksi ta’zi<r tertinggi, sanksi ini dapat diberlakukan terhadap 
mata-mata dan orang-orang melakukan kerusakan di muka bumi. 
Sebagian Safi’iyah membolehkan hukuman mati seperti dalam kasus 
homoseks, dan juga hukuman mati diperbolehkan kepada kasus 




2. Hukuman Cambuk 
Hukuman cambuk ini cukup efektif menjerakan pelaku ta’zi<r 
hukuman ini dalam jari<mah h}udu<d  telah jelas jumlahnya bagi pelaku 
jarimah zina, ghairu muhsan dan jari<mah qadzaf, namun dalam 
jari<mah ta’zi<r hakim mempunyai wewenang untuk menetapkan 




Sifat hukuman cambuk pada jari<mah ta’zi<r adalah untuk 
memberikan pelajaran dan tidak boleh menimbulkan kerusakan, 
hukuman cambuk diarahkan ke punggung tidak boleh diarahkan 
kepada kepala, wajah dan fajri. Jika diarah kepada beberapa bagian 






































tubuh tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan cacat bahkan pelaku 
dapat bisa meninggal dunia. 
3. Hukuman Penjara 
Hukuman penjara ini dibedakan menjadi dua bagian, yakni 
pertama hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas. 
Pertama hukuman penjara terbatas, lama hukuman ini tidak ada 
kesepakatan, sebagian ulama berpendapat bahwa lama hukuman 
penjara adalah dua bulan atau tiga bulan, bahkan kurang atau lebih. 
Imam al-Mawardi mendifinisikan hukuman penjara pada ta’zi<r 
berbeda-beda tergantung pelaku dan jenis jarimah, pelaku ada yang di 
penjara satu hari dan ada pula yang lebih lama.  
Menurut Syafi’iyah, batas maksimal hukumannya adalah satu 
tahun. Dengan demikian tidak ada batasan maksimal yang dijadikan 
pedoman, hal ini diserahkan kepada hakim dengan memperhatikan 
perbedaan kondisi. Kedua hukuman penjara tidak terbatas, yaitu tidak 




4. Hukuman Kaffarat 
Kaffarat adalah suatu sanksi yang di tetapkan untuk menebus 
perbuatan dosa pelakunya. Hukuman ini diancam atas perbuatan-
perbuatan yang dilarang syara’ karena perbuatan itu sendiri dan 
mengerjakannya dipandang sebagai maksiat. 
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Perbuatan yang dijatuhi hukuman h}ad seperti pembunuhan, 
perzinahan, dan lainnya. Terhadap perbuatan tersebut, kadang-kadang 




5. Hukuman Diy<at 
Islam juga menerapkan hukuman denda, antara lain mengenai 
pencurian buah yang masih tergantung di pohonnya, hukumannya 
dilipat dua kali harga buah tersebut, disamping hukuman lain yang 
sesuai dengan perbuatannya tersebut. Hukuman yang sama juga 
dikenakan terhadap orang yang menyembunyikan barang hilang.
25
 
Diy<at adalah sanksi hukuman dalam bentuk ganti rugi, seperti 
jika ahli waris si terbunuh memberi maaf maka hukuman alternatifnya 
adalah diy<at, diy<at ini boleh dicicil oleh keluarga pelaku selama tiga 
tahun sebagaimana yang diputuskan oleh Umar bin Ali adapun sebab 
Nabi saw, membayarkan diy<at secara kontan karena beberapa alasan, 
diantarannya adalah karena beliau membayarkan diy<at itu sebagai uang 
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PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN 
NEGERI TEMBILAHAN NOMOR 171/PID.SUS/PN.TBH-RIAU 
TENTANG TINDAK PIDANA PELAYARAN TANPA IZIN 




A. Deskripsi Kasus.Tindak Pidana Pelayaran Tanpa Izin Syahbandar dalam 
Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2018/PN.Tbh-Riau 
Dalam skripsi ini akan dijelaskan bagaimana terungkapnya terdakwa 
melakukan tindak pidana pelayaran tanpa izin syahbandar dan dengan cara apa 
kejadian tindak pidana tersebut, isi pokok dari kasus tindak pidana pelayaran 
tanpa izin syahbandar ini adalah: 
Pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 06.30 Wib speed 
boat SB berkat ilahi yang dinakhodai terdakwa terbuat dari kayu bermesin 2 
(dua)unit 250 (dua ratus ima puluh) PK merk yamaha yang berangkat dari 
Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Inhil, kemudian sekira pukul 
07.00 Wib speed boat SB berkat ilahi tersebut sampai di Pelabuhan Desa 
Batang Tumu Pasar Tekolan Kecamatan Mandah Kabupaten Inhil untuk 
menaikkan penumpang. Kemudian sekitar pukul 07.30 Wib speed boat SB 
berkat ilahi yang di nakhodai oleh terdakwa tersebut berangkat menuju 
Tembilahan dengan penumpang yang ada di atas speedboat tersebut sebanyak 
9 (sembilan) orang, terdiri dari 6 (enam) orang penumpang dan 3 (tiga) orang 
anak buah kapal (ABK).  

































Selanjutnya sekitarpukul 08.00 Wib pada saat melewati Perairan 
Tanjung Perisai Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah speed boat SB berkat 
ilahi yang terdakwa nakhodai mengalami kecelakaan atau bertubrukan dengan 
speed boatkayu mesin 40 PK yang dinahkodai oleh korban Syahrul yang 
mengakibatkan koban Syahrul nahkoda speed boat mesin 40 PK jatuh ke 
sungai dan hilang sehingga mengalami kerusakkan pada bagian belakang dan 
mesin speed boat tersebut ikut jatuh ke sungai.  
Kemudian saksi Abadi Tua Sipayung bersama dengan saksi baik 
Carles Silalahi (anggota polisi dari Peraian Polres Inhil) mendapat informasi 
dari masyarakat bahwa telah terjadi kecelakaan speed boat di Kuala Perisai 
Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Inhil Riau, yang pada saat 
mendapat informasi tersebut Kapal Patroli Polisi Pol IV-2602 sedang 
melaksanakan patroli di wilayah Kuala Gaung tidak jauh dari posisi 
kecelakaan speedboat tersebut. Selanjutnya saksi Abadi Tua Sipayung 
bersama dengan saksi baik Carles Silalahi serta rekan yang lainnya 
mendatangi tempat kejadian kecelakaan kapal dimaksud.Sesampai di lokasi, 
saksi Abadi Tua Sipayung melihat 1 (satu) unit speed boat SB berkat ilahi 
mesin 2 (dua) unit 250 (dua ratus lima puluh) PK merek yamaha dan 1 (satu) 
unit speed boat kayu tanpa mesin yang dalam kondisi rusak berat pada bagian 
belakang dan mesin sudah tidak ada lagi.  
Kemudian saksi Abadi Tua Sipayung menghampiri speed boat SB 
berkat ilahi mesin 2 (dua) unit250 (dua ratus lima puluh) PK yang dinakhodai 
oleh terdakwa. Selanjutnya saksi Abadi Tua Sipayung menanyakan kepada 

































terdakwa selaku nakhoda apa yang telah terjadi. Lalu terdakwa mengatakan 
bahwa speed boat SB berkat ilahi yang dinahkodainya mengalami kecelakan 
berupa tubrukkan dengan speed boat mesin 40 PK yang dinakhodai oleh 
korban Syahrul dan mengalami kerusakan di bagian belakang yang 
mengakibatkan mesin dan korban Syahrul jatuh ke sungai kemudian saksi 
Abadi Tua Sipayung menanyakan kepada terdakwa mengenai dokumen speed 
boat yang dinahkodai oleh terdakwa. Akan tetapi terdakwa hanya dapat 
melihatkan surat keterangan kecakapan, pas kecil dan sertifikat keselamatan, 
sedangkan untuk Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh 
syahbandar, terdakwa tidak dapat menunjukkannya. Selanjutnya terdakwa 
serta barang bukti berupa speed boat mesin 2 (dua)unit 250 (dua ratus lima 
puluh) PK SB berkat ilahi, serta 1 (satu) unit speed boat 40 (empat puluh) PK 
kayu mengalami kerusakan dibagian belakang tanpa mesin dibawa ke Kantor 
Sat Polairud Polres Inhil guna pemeriksaan lebih lanjut.  
Setelah dilakukan pencarian oleh Tim Search And Rescue (SAR) yang 
terdiri dari BASARNAS, BPBD Kabupaten Inhil, SATPOL AIR Polres 
Inhilselama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang apabila ada informasi 
baruatau tanda-tanda mengenai indikasi ditemukan lokasi atau korban 
kecelakaan serta dikaitkan dengan speedboat SB berkat ilahi yang dinakhodai 
oleh terdakwa dengan speedboat yang dinakhodai oleh korban Syahrul, Tim 
Search And Rescue (SAR) tidak dapat menemukan keberadaan korban 
Syahrul. 

































Berdasarkan Surat Keterangan Kehilangan yang dikeluarkan oleh 
Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Inhil dan ditanda tangani 
oleh Kepala Desa Batang Tumu atas nama saudara Tarmizi yang pada 
pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi laka laut antara speedboat SB 
berkat ilahi yang di nahkodai oleh terdakwa dengan speedboat yang 
dinakhodai oleh saudara Syahrul (korban), pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 
2018 sekitar pukul 08.00 Wib dan setelah dilakukan pencarian korban Syahrul 
tersebut tidak di temukan.  
Akibat perbuatan terdakwa, korban Syahrul mengalami kerugian 
sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) numunterdakwa telah 
memberikan uang sangu hati kepada saksi Samsiah Alias Sam Binti Usman 
(Istri korban Syahrul - ahli waris korban Syahrul) sesuai dengan surat 
perjanjian damai yang disepakati dan di tandatangani pada tanggal 29 Maret 
2018 sebesar Rp.110.500.000,- (seratussepuluh juta lima ratus ribu rupiah) 
dengan perincian Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) untuk pengantian 
speed boat, Rp. 10.500.000,-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya 




Selanjutnya dalam persidangan harus menjelasakan identitas 
terdakwa, dakwaan, tuntutan jaksa. 
B. Isi Putusan Pengadilan Nomor 171/Pid.sus/2018/Pn.Tbh-Riau 
1. Identitas Terdakwa 
                                                          
1
 Ibid., 3-5. 

































      Nama Lengkap       :  H. Musbah alias H. Alan bin Usman 
      Tempat Lahir       :  Pelanduk 
      Umur/Tanggal Lahir         :  57 Tahun/ 2 Januari 1961 
      Jenis Kelamin         :  Laki-laki 
      Kebangsaan         :  Indonesia 
      Tempat Tinggal : Sendawa Pasar Rt.002/Rw.001 Desa Bakau Aceh 
kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir-
Riau 
      Agama          :  Islam 
      Pekerjaan         :  Nakhoda/Petani 
 
2. Dakwaan  
 Pada putusan tersebut jaksa penuntut umum membawa terdakwa 
kepersidangan dengan dakwaan yang pertama yaitu, nakhoda yang 
berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh 
syahbandar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 219 ayat (1), setiap 
kapal yang berlayar wajib memiliki surat persetujuan berlayar yang 
dikeluarkan oleh syabandar dan kecelakaan kapal sehingga mengakibatkan 
kematian. Jaksa penuntut umum juga memberikan beberapa dakwa lagi 
yaitu, nakhoda yang berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar 

































yang dikeluarkan oleh syahbandar sebagaimana yang dimaksud dalam 
pasal 219 ayat (1), yaitu setiap kapal yang berlayar wajib memiliki surat 
persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syabandar dan kecelakaan 
kapal sehingga mengakibatkan kerugian harta benda. 
3. Tuntutan 
 Jaksa Penuntut Umum menuntut pasal 323 ayat (3) Jo pasal 219 
ayat (1) UU No. 17 tahun 2008 tentang pelayaran, dan di pidana dengan 
pidana penjara 4 (empat) bulan dikurangi selama masa terdakwa ditahan 
dengan perintah terdakwa berada dalam tahanan. 
C. Pertimbangan Hakim 
1. Keterangan saksi 
 Dalam tahapan-tahapan suatu persidangan di pengadilan, suatu 
kasus tindak pidana memerlukan alat bukti yang sah menurut pasal 184 
ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) antara 
lain, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan 
terdakwa.
2
 Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan 
secara berturut-turut dalam kasus ini berupa. Bahwa untuk membuktikan 
dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi, saksi ahli dan barang 
bukti sebagai berikut : 
a. Saksi Abadi Tua Sipayung dibawah sumpah pada pokoknya 
menerangkan, bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana di 
bidang pelayaran atau berlayar tanpa dilengkapi surat persetujuan 
                                                          
2
 Bosar Z. Siregar, KUHP dan KUHAP, (Depok: Braja Pustaka, 2015), 194. 

































berlayar. Saksi bersama rekan-rekan dari Sat Polair melakukan 
penangkapan terhadap terdakwa pada saat kejadian, yakni pada hari 
Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 08.00 WIB di Perairan 
Kuala Perisai Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten 
Indragiri Hilir-Riau. Awalnya saksi bersama saksi Baik Carles Silalahi 
(anggota polisi dari Peraian Polres Inhil) mendapat informasi dari 
masyarakat bahwa telah terjadi kecelakaan speed boat di Kuala Perisai 
Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir-
Riau, yang pada saat mendapat informasi tersebut Kapal Patroli Polisi 
Pol IV-2602 sedang melaksanakan patroli di wilayah Kuala Gaung 
tidak jauh dari posisi kecelakaan speed boat tersebut. Selanjutnya saksi 
bersama dengan saksi Baik Carles Silalahi serta rekan yang lainnya 
mendatangi tempat kejadian kecelakaan kapal dimaksud. Sesampai di 
lokasi, saksi dan rekannya melihat 1 (satu) unit speedboat SB berkat 
ilahi mesin 2 (dua) unit 250 (dua ratus lima puluh) PK merek yamaha 
dan 1 (satu) unit speed boat kayu tanpa mesin yang dalam kondisi 
rusak berat pada bagian belakang dan mesin sudah tidak ada lagi. 
Kemudian saksi menghampiri speed boat SB berkat ilahi mesin 2 (dua) 
unit 250 (dua ratus lima puluh) PK, yang dinahkodai oleh terdakwa. 
Selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa selaku nahkoda apa 
yang telah terjadi, lalu terdakwamengatakan bahwa speed boat SB 
berkat ilahi yang dinakhodainya mengalami kecelakan berupa tabrakan 
dengan speedboat mesin 40 (empat puluh) PK yang dinahkodai oleh 

































korban Syahrul dan speed boat mesin 40 (empat puluh) PK yang 
dinakhodai oleh korban mengalami kerusakan di bagian belakang yang 
mengakibatkan mesin dan korban jatuh kesungai. Kemudian saksi 
menanyakan kepada terdakwa mengenai dokumen speed boat yang 
dinahkodai oleh terdakwa, Akan tetapi terdakwa hanya dapat 
memperlihatkan surat keterangan kecakapan, pas kecil dan sertifikat 
keselamatan, sedangkan untuk Surat Persetujuan Berlayar(SPB) yang 
di keluarkan oleh syahbandar, terdakwa tidak dapat menunjukkannya. 
Selanjutnya terdakwa serta barang bukti berupa speed boat mesin 2 
(dua) unit 250 (dua ratus lima puluh) PK SB berkat ilahi, serta 1 (satu) 
unit speed boat 40 (empat puluh) PK kayu, mengalami kerusakan di 
bagian belakang tanpa mesin dibawa ke kantor Sat Polairud Polres. Di 
dalam kapal yang terdakwa nahkodai, terdakwa membawa 6 (enam) 
orang penumpang dan terdakwa berlayar dari Desa Pelanduk 
Kecamatan Mandah menuju ke Tembilahan. Bahwa keadaannya mesin 
kapal korban rusak di bagian belakang dan mesinnya juga hilang. 
Ketika itu menurut pengakuan saksi ada 1 (satu) orang penumpang 
yang menumpang di kapal korban. Korban dinyatakan hilang dan 
meninggal dan penumpang di kapal korban selamat. Dan terdakwa 
dalam keadaan normal ketika saksi menjumpainya ketika itu. Aliran air 
ketika itu tenang, tidak berombak dan keadaan air surut. Ketika itu 
jarak pandang luas dan jauh karena keadaan masih disiang hari dan 
keadaan cuaca ketika itu masih terang. Saksi tidak melihat langsung 

































kecelakaan tersebut, namun saksi dan rekan mengetahui hal tersebut 
karena ada masyarakat yang melapor dan kemudian saksi dan rekan 
langsung ke lokasi kecelakaan. Perkiraan saksi ada 20 (dua puluh) 
menit perjalanan saudara dari lokasi semula ke tempat kecelakaan. 
b. Saksi Baik Carles Silalahi dibawah sumpah pada pokoknya 
menerangkan, bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana di 
bidang pelayaran atau berlayar tanpa dilengkapi surat persetujuan 
berlayar. Saksi bersama rekan-rekan dari Sat Polair melakukan 
penangkapan terhadap terdakwa pada saat kejadian, yakni pada hari 
Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 08.00 WIB di Perairan 
Kuala Perisai Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten 
Indragiri Hilir-Riau.Awalnya saksi bersama saksi Abadi Tua Sipayung 
(anggota polisi dari Peraian Polres Inhil) mendapat informasi dari 
masyarakat telahterjadi kecelakaan speed boat di Kuala Perisai Desa 
Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir-Riau, 
yang pada saat mendapat informasi tersebut Kapal Patroli Polisi Pol 
IV-2602 sedang melaksanakan patroli di wilayah Kuala Gaung dan 
tidak jauh dari posisi kecelakaan speed boat tersebut. Selanjutnya saksi 
bersama dengan saksi Abadi Tua Sipayung serta rekan yang lainnya 
mendatangi tempat kejadian kecelakaan kapal dimaksud. Dan sesampai 
di lokasi, saksi dan rekan melihat 1 (satu) unit speedboat SB berkat 
ilahi mesin 2 (dua) unit 250 (dua ratus lima puluh) PK merek yamaha 
dan 1 (satu) unit speedboat kayu tanpa mesin yang dalam kondisi rusak 

































berat pada bagian belakang dan mesin sudah tidak ada lagi. Kemudian 
saksi menghampiri speed boat SB berkat ilahi mesin 2 (dua) unit 250 
(dua ratus lima puluh) PK, yang dinahkodai oleh terdakwa. 
Selanjutnya saksi Abadi Tua Sipayung menanyakan kepada terdakwa 
selaku nahkoda apa yang telah terjadi,lalu terdakwa mengatakan 
bahwa speed boat SB berkat ilahi yang dinakhodainya mengalami 
kecelakan berupa tabrakan dengan speedboat mesin 40 (empat puluh) 
PK yang dinakhodai oleh korban Syahrul danspeed boat mesin 40 
(empat puluh) PK yang dinakhodai oleh korban mengalami kerusakan 
di bagian belakang yang mengakibatkan mesin dan korban jatuh 
kesungai. Kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai 
dokumen speed boat yang dinakhodai oleh terdakwa, Akan tetapi 
terdakwa hanya dapat memperlihatkan surat keterangan kecakapan, 
pas kecil dan sertifikat keselamatan, sedangkan untuk Surat 
Persetujuan Berlayar (SPB) yang di keluarkan oleh syahbandar, 
terdakwa tidak dapat menunjukkannya. Selanjutnya terdakwa serta 
barang bukti berupa speedboat mesin 2 (dua) unit 250 (dua ratus lima 
puluh) PK SB berkat ilahi, serta 1 (satu) unit speed boat40 (empat 
puluh) PK kayu, mengalami kerusakan di bagian belakang tanpa mesin 
dibawa ke kantor Sat Polairud Polres. Di dalam kapal yang terdakwa 
nahkodai, terdakwa membawa 6 (enam) orang penumpang dan 
terdakwa berlayar dari Desa Pelanduk Kecamatan Mandah menuju ke 
Tembilahan. Bahwa keadaannya mesin kapal korban rusak di bagian 

































belakang dan mesinnya juga hilang. Ketika itu menurut pengakuan 
saksi ada 1 (satu) orang penumpang yang menumpang di kapal korban. 
Korban dinyatakan hilang dan meninggal dan penumpang di kapal 
korban selamat. Dan terdakwa dalam keadaan normal ketika saksi 
menjumpainya ketika itu. Aliran air ketika itu tenang, tidak berombak 
dan keadaan air surut. Ketika itu jarak pandang luas dan jauh karena 
keadaan masih disiang hari dan keadaan cuaca ketika itu masih terang. 
Saksi tidak melihat langsung kecelakaan tersebut, namun saksidan 
rekan mengetahui hal tersebut karena ada masyarakat yang melapordan 
kemudian saksi dan rekan langsung ke lokasi kecelakaan. Perkiraan 
saksi ada 20 (dua puluh) menit perjalanan saudara dari lokasi semula 
ke tempat kecelakaan. 
c. Saksi Effendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa 
terdakwa telah melakukan tindak pidana di bidang pelayaran atau 
berlayar tanpa dilengkapi surat persetujuan berlayar. Saksi bersama 
rekan-rekan dari Sat Polair dan TIM BNPB dan unsur-unsur 
masyarakat dan lembaga lainnya melakukan pencarian dan 
penyelamatan terhadap korban tabrakan laut. Sepengetahuan saksi, 
kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar 
pukul 08.00 Wib di Perairan Kuala Perisai Desa Batang Tumu 
Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir-Riau. Saksi dan tim 
melakukan pencarian semenjak terjadinya kecelakaan laut tersebut 
sampai dengan tanggal 30 Maret 2018, akan tetapi korban yang hilang 

































dimaksud tidak ditemukan dan tidak diketahui tanda-tandaakan 
ditemukan. Korban bernama Syahrul yang merupakan nakhoda dari 
speedboat 40 PK yang bertabrakan dengan kapal atau speed boat yang 
dinahkodai oleh terdakwa. Seluruh korban dan telah ditemukan dan 
dievaluasi, setelah 7 (tujuh) hari operasi pencarian tidak ada tanda-
tanda korban akan ditemukan, setelah tim menilai operasi ini tidak 
efektif dan berdasarkan pertimbangan teknis dan hasil evaluasi 
kordinator misi pencarian dan pertolongan dihentikan. Terdakwa 
membawa penumpang dikapal tersebut 6 (enam) orang penumpang 
dan korban membawa 1 (satu) orang penumpang. Terdakwa berlayar 
dari Desa Pelanduk Kecamatan Mandah menuju ke Tembilahan. 
Keadaannya mesin kapal korban rusak di bagian belakang dan 
mesinnya juga hilang, korban juga dinyatakan hilang dan meninggal, 
akan tetapi penumpang di kapal korban selamat. Pada saat kejadian, 
aliran air ketika itu tenang, tidak berombak dan keadaan air surut. Dan 
ketika itu jarak pandang luas dan jauh karena keadaan masih disiang 
hari, keadaan cuaca ketika itu juga masih terang. Saksi tidak melihat 
langsung kecelakaan tersebut, namun saksi dan rekan mengetahui hal 
tersebut karena ada masyarakat yang melapor dan kemudian saksi dan 
rekan langsung ke lokasi kecelakaan. 
d. Saksi Kurnain alias Kicul bin Muhammad Yusup dibawah sumpah 
pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak 
pidana di bidang pelayaran atau berlayar tanpa dilengkapi surat 

































persetujuan berlayar. Saksi merupakan ABK kapal atau speed boat 
yang terdakwa nakhodai. Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu 
tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 08.00 WIB di Perairan Kuala 
Perisai Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri 
Hilir-Riau. Awalnya saksi sebagai ABK speed boat yang terdakwa 
nahkodai ikut bersama speedboat, kemudian baru 15 (lima belas) menit 
berangkat dari Desa Batang Tumu terjadilah kecelakaan laut tersebut. 
Saksi tidak dengar karena saksi berada di bagian belakang kapal dekat 
mesin, saksi tahunya speed boat sudah berhenti secara tiba-tiba dan 
saksi melihat ada kapal yang tertabrak oleh speedboat yang dinahkodai 
terdakwa. Saksi melihat bagian belakang kapal korban rusak dan 
mesinnya jatuh ke laut. Saksi tidak mengetahui, sesaat setelah kejadian 
saksi tidak ada melihat korban, yang saksi lihat hanya penumpang 
yang ikut dengan boat korban, berusaha berenang ketepian dan 
akhirnya selamat di tepi sungai. Pada waktu kejadian, terdakwa 
membawa 6 (enam) orang penumpang. Terdakwa berlayar dari Desa 
Pelanduk Kecamatan Mandah menuju ke Tembilahan. Keadaan mesin 
kapal korban rusak di bagian belakang dan mesinnya juga hilang.Saksi 
tidak mengetahui berapa kecepatan boat sesaat sebelum tabrakan 
tersebut, ketika itu saksi melihat ada 1 (satu) orang penumpang yang 
menumpang di kapal korban dan korban dinyatakan hilang dan 
meninggal akan tetapi, penumpang di kapal korban selamat dan 
terdakwa dalam keadaan normal ketika saksi menjumpainya ketika itu. 

































Pada waktu kejadian, aliran air ketika itu tenang, tidak berombak dan 
keadaan air surut dan  jarak pandang luas dan jauh karena keadaan 
masih disiang hari dan juga keadaan cuaca ketika itu masih terang. 
Arus air ketika itu kuat karena dalam keadaan surut, dan perkiraan 
saksi kedalaman sungai ada sekitar 20 m s/d 25 m.Saksi sudah lama 
kerja dengan terdakwa akan tetapi saksi tidak tahu apakah terdakwa 
memiliki surat atau dokumen untuk berlayar. Dan saksi tidak melihat 
langsung kecelakaan tersebut. 
e. Saksi Samsiah alias Sam binti Usman dibawah sumpah pada pokoknya 
menerangkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana di 
bidang pelayaran atau berlayar tanpa dilengkapi surat persetujuan 
berlayar. Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 
2018 sekitar pukul 08.00 WIB di Perairan Kuala Perisai Desa Batang 
Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir-Riau. Saksi 
adalah istri dari korban Syahrul, nakhoda speed boat 40 (empat 
puluh)PK. Saksi tidak menyaksikan kejadian tersebut yakni pada saat 
suami saksi (korban Syahrul) jatuh ke laut dan hilang atau tenggelam 
dan dinyatakan meninggal dunia.Terdakwa dan keluarganya datang 
untuk meminta maaf dan memberikan uang penggantian sebanyak Rp. 
110.500.000,00 (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan 
perincian Rp. 30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah) untuk penggantian 
boat suami saksi, kemudianRp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus 
ribu rupiah) untuk biaya kenduri, lalu 7 (tujuh) baris kebun kelapa 

































yang nilainya Rp. 70.000.000,00(tujuh puluh juta rupiah). Keadaan 
mesin kapal korban rusak di bagian belakang dan mesinnya juga hilang 
dan korban dinyatakan hilang dan meninggal, akan tetapi penumpang 
di kapal korban selamat. Saksi terakhir berjumpa dengan korban yaitu 
pagi sebelum korban berangkat dengan boat-nya dan korban dalam 
keadaan baik dan normal saat kejadian tersebut. Pada waktu 
mengetahui kejadian tersebut, saksi tidak melaporkan kejadian tersebut 
ke polisi, dan saksi merasa terbantu dengan perdamaian korban 
tersebut. Dan saksi juga tidak melihat langsung kecelakaan tersebut.
3
 
JPU mengajukan beberapa saksi sebagai berikut: 
a. Saksi Abd. Azis, S.ST., Mar dibawah sumpah pada pokoknya 
menerangkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana di 
bidang pelayaran atau berlayar tanpa dilengkapi surat persetujuan 
berlayar. Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 
2018 sekira pukul 08.00 WIB di Perairan Kuala Perisai Desa 
Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir-Riau. 
Saksi tidak melihat TKP.Dan setidaknya seorang nakhoda harus 
memiliki sertifikat keselamatan dan pas kecil kapal dan setiap akan 
berlayar harus melaporkan ke syahbandar dan mendapatkan surat 
persetujuan berlayar dari syahbandar. Saksi tidak melihat keadaan 
kapal baik milik terdakwa maupun korban, karena saksi hanya 
dimintai pendapat oleh pihak polisi. Dan kasus terdakwa ini tidak 
                                                          
3
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Putusan Pengadilan Negeri 
Tembilahan  Nomor: 171/Pid.Sus/2018/PN.Tbh”,  . . . 9-16. 

































bisa dinilai sebagai kelalaian karena SPB (Surat Persetujuan 
Berlayar) hukumnya wajib bagi kapal yang akan berlayar. Setelah 
saksi lihat izin trayek terdakwa, seharusnya pada hari Senin dan 
Kamis namun terdakwa berlayar pada hari Sabtu. Saksi tidak 
memeriksa sampai kesana, namun di aturannya kecapatan 
maksimal di sungai adalah 5 (lima) knot dan SPB (Surat 
Persetujuan Berlayar) dikeluarkan per hari berlaku selama 24 (dua 
puluh empat) jam semenjak dikeluarkan oleh syahbandar. Jika 
seorang nahkoda tidak mengantongi SPN, maka nahkoda tersebut 
tidak boleh berlayar, karena SPB wajib jika akan berlayar.Di 
batang Tumu tidak ada pos atau kantor syahbandar, namun masuk 
dalam ke-syahbandaran Kuala Gaung.
4
 
 Bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan saksi yang 
meringankan (a de charge), yakni sebagai berikut: 
a. Saksi TARMIZI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan 
bahwa telah terjadi kecelakaan laut di Perairan Kuala Perisai Desa 
Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir-Riau. 
Bahwa korban 1 (satu) orang yang bernama Syahrul, nakhoda dari 
boat atau kapal bermesin 40 (empat puluh) PK, berdasarkan hasil 
pencarian dari Tim BNPB dan Polair, korban tidak ditemukan dan 
dinyatakan meninggal.Saksi sebagai Kepala Desa Batang Tumu 
Kecamatan Mandah Kabupaten Indragri Hilir-Riau, setahu saksi 
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Ibid., 16-17. 

































dari Kepala Desa sebelumnya ada peraturan untukspeed boat yang 
berlayar sebagian hasil dari karcis atau tiket penumpang yang 
menggunakan jasa boat tersebut disumbangkan ke masjid. Dan 
sepengetahuan saksi, tidak ada aturan atau kewenangan lain selain 
peraturan Dinas Perhubungan atau syahbandar yang berlaku di 
Desa Batang Tumu.Di Desa Batang Tumu tidak ada pos atau 
kantor syahbandar akan tetapi ada 3 (tiga) perusahaan lain selain 
SB. berkat ilahi. Setahu saksi, line atau keberangkatan SB. berkat 
ilahi pada hari kamis dan sabtu. Dan setahu saksi, ada perdamaian 
antara korban dan terdakwa. Saksi sudah 10 (sepuluh) bulan 
menjadi Kepala Desa Batang Tumu dan terdakwa bukan warga 
saksi, korban juga bukan warga saksi. Dan saksi tidak pernah 
melihat langsung izin trayek terdakwa atau SB berkat ilahi dan 
secara rinci saksi tidak tahu apakah SB. berkat ilahi memiliki izin 
trayek atau tidak. Saksi juga tidak tahu bagaimana lalu lintas laut di 
Desa Saudara. Setahu saksi, tidak ada patroli atau piket petugas 
Dinas Perhubungan atau Syahbandar dan tidak ada kecelakaan laut 
sebelumnya di perariran Desa Batang Tumu. Setahu saksi kapal 
tersebut milik terdakwa. Saksi tidak lihat langsung kejadian 
tersebut, namun sesaat saksi mendengar ada kecelakaan laut 
tersebut saksi langsung berangkat ke Desa Batang Tumu. Untuk 
kapal yang dinakhodai korban rusak berat di bagian belakang 
kapal, sedangkan kapal yang dinakhodai terdakwa rusak dibagian 

































badan kapal sebelah kiri. Saksi tidak pernah melihat Surat 
Persetujuan Berlayar (SPB) yang dipegang saksi. Bahwa trayek 
terdakwa pada hari Sabtu berdasarkan hasil musyawarah dari warga 
Desa Batang Tumu, dimana harga tiket penumpang akan dipotong 
Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per kepala untuk sumbangan 
kemasjid. Terdakwa ada trayek di hari Sabtu, namun menurut Izin 
Trayek Kapal Nomor: 550/DISHUB/SET/2017/46 tanggal 26 




2. Barang bukti 
a. 1 (satu) unit SB berkat ilahi terbuat dari kayu bermesin 2 (dua) unit 
250(dua ratus lima puluh) PK merek Yamaha; 
b. 1 (satu) lembar surat keterangan kecakapan 
Nomor:96/S.K.K/DISHUB/UPT-TBH/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 
2017 atas nama H. Masbah; 
c. 1 (satu) lembar Pas-Kecil Nomor: 375/DISHUB/AL-UPT-
TBH/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017; 
d. 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan Nomor: 375/SRTF/AL 
UPTTBH/X/2017; 
e. 1 (satu) lembar izin trayek kapal Nomor: 550/DISHUB/SET/2017/46 
tanggal 26 Oktober 2017; 
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3. Keterangan terdakwa 
 Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan 
sebagai berikut: 
 Terdakwa telah melakukan tindak pidana di bidang pelayaran atau 
berlayar tanpa dilengkapi surat persetujuan berlayar. Kejadian tersebut 
terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitarpukul 08.00 WIB di 
Perairan Kuala Perisai Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten 
Indragiri Hilir-Riau. Awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 
sekitar pukul 06.30WIB, terdakwa berangkat dari Desa Pelanduk 
Kecamatan Mandah, kemudian sekitar pukul 07.00 WIB terdakwa tiba di 
pelabuhan Desa Batang Tumu Pasar Tekolan Kecamatan Mandah untuk 
menaikkkan penumpang, kemudian sekitar Pukul 07.30 WIB terdakwa 
dengan menahkodai SB berkat ilahi menuju ke Tembilahan kemudian 
sekira pukul 08.00 WIB terjadi tabrakan antara kapal yang terdakwa 
nakhodai dengan kapal korban bermsin 40 PK. Korban bernama Syahrul 
yang merupakan nahkoda boat 40 PK, dan korban dinyatakan hilang dan 
meninggal. Terdakwa tidak melihat boat korban mendekat karena boat 
korban datang dari samping dan terdakwa menahkodai boat tersebut jika 
ada cateran. Terdakwa membawa Surat Keterangan Kecakapan, Pas Kecil 
dan Sertifikat Keselamatan, akan tetapi terdakwa tidak membawa 
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dokumen karena jaraknya jauh untuk mengambil surat tersebut. Terdakwa 
sudah ada perdamaian dengan keluarga korban (istri korban) dan 
memberikan uang damai sejumlah Rp.110.500.000,00 (seratus sepuluh 
juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian Rp. 30.000.000,00 (tiga 
puluh juta rupiah) untuk pengantian speedboat, Rp. 10.500.000,00 
(sepuluh juta limaratus ribu rupiah) untuk biaya kenduri serta Rp. 
70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) nilai kebun kelapa sebanyak 7 
(tujuh) baris. Pada waktu kejadian terdakwa membawa 6 (enam) orang 
penumpang dan penumpang terdakwa selamat semua. Setelah kejadian 
terdakwa mengetahui jika korban juga membawa penumpang sejumlah 1 
(satu) orang dan penumpang tersebut selamat.Jarak pandang terdakwa 
normal ketika menakhodai speedboat tersebut dan terdakwa tidak 
mendengar suara mesin boat korban dan terdakwa juga tidak mendengar 
suara teriakan orang. Pada waktu kejadian, cuaca dalam keadaan terang 
dan cerah ketika itu. Arus air normal dan sungai dalam keadaan surut. 
Terdakwa bisa membuktikan bahwa terdakwa memiliki izin trayek pada 
hari sabtu, namun terdakwa tidak bisa menunjukkannya di persidangan ini 
karena surat tersebut tertinggal oleh anak terdakwa di rumah dan ketika 
terdakwa akan berlayar, terdakwa hanya meminta surat untuk berlayar dari 
agen. Terdakwa menahkodai boat tersebut dalam keadaan normal dan 
badan terdakwa sehat dan terdakwa juga sudah berdamai dengan keluarga 





































4. Landasan Hukum Hakim  
Fakta dalam persidangan yang terungkap unsur yang terdapat pada 
perbuatan terdakwa yaitu, dakwaan primair sebagaimana diatur dalam pasal 
323 ayat (3) Jo pasal 219 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 
17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, memiliki kandungan unsur-unsur sebagai 
berikut : 
1. Unsur “nakhoda”, bahwa yang dimaksud dengan “nakhoda” adalah salah 
satudari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan 
mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan. Awak kapal merupakan orang yang 
bekerja atau dipekerjakan diatas kapal oleh pemilik atau operator kapal 
untuk melaksanakan tugas-tugas diatas kapal sesuai dengan jabatannya 
yang tercantum dalam buku sijil. Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan 
terungkap bahwa speed boat SB berkat ilahi yang di nakhodai dan 
dikemudikan terdakwa H. Musbah Alias H. Atan Bin Usman yang 
berlayar dari Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Inhil menuju 
Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Berdasarkan pertimbangan tersebut 
di atas, majelis hakim berpendapat bahwa unsur “nakhoda” telah 
terpenuhi. 
2. Unsur “berlayar yang tanpa memiliki surat persetujuan berlayar yang 
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dikeluarkan oleh syahbandar, kecelakaan kapal sehingga mengakibatkan 
kematian”, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa 
serta bersesuaian pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, 
pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 06.30 Wib speed boat 
SB berkat ilahi yang terbuat dari kayu bermesin 2 (dua) unit250 (dua ratus 
lima puluh) PK merk Yamaha yang terdakwa nakhodai berangkat dari 
Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Inhil, kemudian sekitar 
pukul 07.00 Wib speed boat SB berkat ilahi tersebut sampai di Pelabuhan 
Desa Batang Tumu Pasar Tekolan Kecamatan Mandah Kabupaten Inhil 
untuk menaikkan penumpang, sekitar pukul 07.30 Wib speedboat SB 
berkat ilahi yang di nahkodai oleh terdakwa berangkat menuju Tembilahan 
dengan penumpang yang ada di atas speed boat tersebut sebanyak 9 
(sembilan) orang, terdiri dari 6 (enam) orang penumpang dan 3 (tiga) 
orang anak buah kapal (ABK) selanjutnya sekitar pukul 08.00 Wib pada 
saat melewati Perairan Tanjung Perisai Desa Batang Tumu Kecamatan 
Mandah speedboat SB berkat ilahi yang terdakwa nahkodai mengalami 
kecelakaan atau bertubrukkan dengan speedboat kayu mesin 40 (empat 
puluh) PK yang dinakhodai oleh korban Syahrul yang mengakibatkan 
koban Syahrul nakhoda speed boat mesin 40 (empat puluh) PK jatuh 
kesungai dan hilang sehingga mengalami kerusakkan pada bagian 
belakang dan mesin speedboat tersebut ikut jatuh ke sungai. Saksi Abadi 
Tua Sipayung bersama dengansaksi Baik Carles Silalahi (anggota polisi 
dari Peraian Polres Inhil) mendapat informasi dari masyarakat telah terjadi 

































kecelaakan speed boat diKuala Perisai Desa Batang Tumu Kecamatan 
Mandah Kabupaten Inhil Riau, yang pada saat mendapat informasi 
tersebut kapal Patroli Polisi Pol IV-2602 sedang melaksanakan patroli di 
wilayah Kuala Gaung tidak jauh dari posisi kecelakaan speed boat 
tersebut, selanjutnya saksi Abadi Tua Sipayung bersama dengan saksi 
Baik Carles Silalahi serta rekan yang lainnya mendatangi tempat kejadian 
kecelakaan kapal dimaksud, sesampai di lokasi saksi Abadi Tua Sipayung 
melihat 1 (satu) unit speed boat SB berkat ilahi mesin 2 (dua) unit250 (dua 
ratus lima puluh) PK merek Yamaha dan 1 (satu) unit speed boat kayu 
tanpa mesin yang dalam kondisi rusak berat pada bagian belakang dan 
mesin sudah tidak ada lagi.Kemudian saksi Abadi Tua Sipayung 
menghampiri speed boat SB berkatilahi mesin 2 (dua) unit 250 (dua ratus 
lima puluh) PK, yang di nahkodai oleh terdakwa, selanjutnya saksi Abadi 
Tua Sipayung menanyakan kepada terdakwa selaku nakhoda apa yang 
telah terjadi, lalu terdakwa mengatakan bahwa speed boat SB berkat ilahi 
yang dinahkodainya mengalami kecelakan berupa tubrukkan dengan speed 
boat mesin 40 (empat puluh) PK yang dinakhodai oleh korban Syahrul 
mengalami kerusakkan dibagian belakang yang mengakibatkan mesin dan 
korban Syahrul jatuh ke sungai. Kemudian saksi Abadi Tua Sipayung 
menanyakan kepada terdakwa mengenai dokumen speed boat yang 
dinahkodai oleh terdakwa, akan tetapi terdakwa hanya dapat melihatkan 
surat keterangan kecakapan, pas kecil dan sertifikat keselamatan, 
sedangkan untuk Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang di keluarkan oleh 

































Syahbandar terdakwa tidak dapat menunjukkannya. Selanjutnya terdakwa 
serta barang bukti berupa speed boat mesin 2 (dua) unit 250 (dua ratus 
lima puluh) PK SB berkat ilahi, serta 1 (satu) unit Speed Boat40 (empat 
puluh) PK kayu mengalami kerusakan dibagian belakang tanpa mesin 
dibawa ke Kantor Sat Polairud Polres Inhil guna pemeriksaan lebih lanjut. 
Setelah dilakukan pencarian oleh Tim Search AndRescue (SAR) yang 
terdiri dari BASARNAS, BPBD Kabupaten Inhil, SATPOL AIRPolres 
Inhil selama 7 (tujuh) hari dan dapat di perpanjang apabila ada informasi 
baru atau tanda-tanda mengenai indikasi ditemukan lokasi atau korban 
kecelakaan serta dikaitkan dengan speed boat SB berkat ilahi yang 
dinakhodai oleh terdakwa dengan speed boat yang dinakhodai oleh korban 
Syahrul, Tim Search And Rescue (SAR) tidak dapat menemukan 
keberadaan korban Syahrul. Berdasarkan surat keterangan kehilangan 
yang dikeluarkan oleh Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten 
Inhil dan ditandatangani oleh Kepakla Desa Batang Tumu Saudara 
Tarmizi yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi laka laut 
antara speedboat SB berkatilahi yang dinakhodai oleh terdakwa dengan 
speed boat yang dinakhodai oleh saudara Syahrul (korban) pada hari Sabtu 
tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 08.00 Wib dan setelah dilakukan 
pencarian korban Syahrul tersebut tidak ditemukan. Akibat perbuatan 
terdakwa, korban Syahrul mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- 
(tiga puluh juta rupiah) numun terdakwa telah memberikan uang sagu hati 
kepada saksi Samsiah alias Sam Binti Usman (Istri korban Syahrul - ahli 

































waris korban Syahrul) sesuai dengan surat perjanjian damai yang 
disepakati dan di tanda tangani pada tanggal 29 Maret 2018 sebesar 
Rp.110.500.000, (seratus sepuluh juta limaratus ribu rupiah) dengan 
perincian Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pengantian speed 
boad, Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya 
kenduri serta Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) nilaikebun kelapa 
sebanyak 7 (tujuh) baris. Pertimbangan diatas hakim berpendapat unsur 
“berlayar yang tanpa memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan 




5. Hal yang memberatkan dan meringankan 
Bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 
197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), 
maka majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang 
memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa, yaitu sebagai berikut: 
1. Hal-hal yang memberatkan: 
Perbuatan terdakwa mengakibatkan kecelakaan laut yang 
mengakibatkan korban Syahrul jatuh ke sungai. 
2. Hal-hal yangmeringankan: 
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Terdakwa dalam perkara ini telah menyesali perbuatannya pada 
persidangan terdakwa telah berlaku sopan saat persidangan serta terdakwa 
berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
9
 
D. Amar Putusan 
Majelis hakim yang dipimpin oleh Arie Satio Rantjoko, S.H., M.H 
sebagai hakim ketua majelis, Saharudin Ramanda, S.H dan Andy Graha, S.H., 
M.H masing-masing sebagai hakim anggota, dengan memperhatikan pasal 323 
ayat (3) Jo pasal 219 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 
Tahun 2008 tentang Pelayaran dan UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang 
berkaitan dengan perkara ini, maka amar putusan hakim Pengadilan Negeri 
Tembilahan Nomor 171/Pid.Sus/2018/PN.Tbh adalah sebagai berikut: 
1. Menyatakan terdakwa H. Musbah alias H. Atan bin Usman terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“Nakhoda yang 
berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan 
Syahbandar menyebabkan kecelakaan kapal sehingga mengakibatkan 
kematian”. 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. Musbah alias H. Atan bin 
Usman dengan pidana penjaraselama 3 (tiga) bulan. 
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani 
terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 
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5. Menetapkan barang bukti berupa: 
a. 1 (satu) unit SB Berkat Ilahi terbuat dari kayu bermesin 2 (dua) unit 
250 (duaratus lima puluh) PK merek Yamaha. 
b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan 
Nomor:96/S.K.K/DISHUB/UPT-TBH/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 
2017 atas nama Masbah. 
c. 1 (satu) lembar PAS-KECIL Nomor: 375/DISHUB/AL-UPT 
TBH/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017. 
d. 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan Nomor: 375/SRTF/AL 
UPTTBH/X/2017. 
e. 1 (satu) lembar trayek kapal Nomor: 550/DISHUB/2017/46 tanggal 26 
Oktober 2017. 
Dikembalikan kepada Terdakwa: 
a. 1 (satu) unit speed boat kayu tanpa mesin dalam kondisi rusak pada 
bagian belakang. 
Dikembalikan kepada saksi Samsah alias Sam binti Usman. 
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini 
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ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF 
TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN 
NOMOR 171/PID.SUS/PN.TBH-RIAU TINDAK PIDANA PELAYARAN 
TANPA IZIN SYAHBANDAR MENYEBABKAN KECELAKAAN YANG 
MENGAKIBATKAN KEMATIAN 
 
A. Analisis Hukum Pidana Positif Terhadap Pertimbangan Hakim Atas 
Sanksi hukum Dalam Putusan Nomor 171/Pid.sus/Pn.Tbh. 
 Berdasarkan Undang-undang pelayaran No.17 tahun 2008 tentang 
pelayaran, menurut pasal 1 ayat 1 menjelaskan pelayaran adalah satu 
kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, 
keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim. 
Dalam KUHP juga terdapat beberapa tindak pidana pelayaran dalam pasal 
466-469, 560 dan 561. Tindak pidana pelayaran adalah tindak pidana 
khusus yang diatur di luar KUHP, dan keluarlah Undang-undang khusus 
yaitu Undang-undang No.21 tahun 1992, yang kini telah di revisi ke 
Undang-undang No.17 tahun 2008 tentang pelayaran. 
 Dasarnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan seorang 
nakhoda sebelum ia melayarkan kapalnya yaitu memperhatikan 
keselamatan dan keamanan para penumpang seta pelu di perhatikan juga 
tentang surat izin nakhoda untuk berlayar. Kecelakaan kapal akhir-akhir 
ini sering muncul dikarenakan banyaknya nakhoda yang tidak 
memperhatikan beberapa hal agar terjamin keselamatan penumpang dalam 
kapal tersebut. Kasus tindak pidana pelayaran tentang seorang nakhoda 
yang belum mempunyai izin dari syahbandar dan mengakibatkan kematian 

































orang lain, bab sebelumnya menjelaskan adanya perbuatan tindak pidana, 
dalam kasus Pengadilan Negeri Tembilahan No.171/Pid.sus/2018/Pn.Tbh, 
memutuskan sanksi terhadap tedakwa H.Musbah (57) yang amar 
putusannya berbunyi, bahwa H.Musbah terbukti sah dan meyakini 
bersalah telah melakukan tindak pidana nakhoda yang berlayar tanpa 
memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan syahbandar 
menyebabkan kecelakaan kapal sehingga mengakibatkan kematian, 
dengan menjatuhkan kepada terdakwa dipidana penjara selama tiga bulan. 
 Undang-undang Pelayaran No.17 tahun 2008 telah menjelaskan 
bahwasanya sebuah keselamatan dan keamanan dalam berlayar seorang 
nakhodah harus mempunyai surat izin berlayar yang dikeluarkan oleh 
syahbandar syarat terpenting nakhoda yang akan melayarkan kapalnya. 
Pasal 1 ayat 56 mejelaskan: 
 Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh 
Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan 
pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk 
menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. 
 
 Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan, jaksa penutut umum 
menuntut terdakwa H. Musbah dengan pasal 323 ayat (3), jo pasal 219 
ayat (1) UU Pelayaran No.17 tahun 2008, adapun beberapa pertimbangan 
hakim dalam fakta yang ada di persidangan, dalam pasal 323 ayat (!) jo 
pasal 219 ayat (1) tentang pelayaran, yang memiliki unsur sebagai berikut: 
1. Unsur “nahkoda”, bahwa yang dimaksud dengan “nakhoda” 
adalah salah satu dari awak kapalyang menjadi pemimpin 
tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung 

































jawab tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 
Awak kapal merupakan orang yang bekerja atau dipekerjakan 
diatas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk 
melaksanakan tugas-tugas diatas kapal sesuai dengan 
jabatannya yang tercantum dalam buku sijil. Berdasarkan 
fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa speed boat SB 
berkat ilahi yang di nahkodai dan dikemudikan terdakwa H. 
Musbah Alias H. Atan Bin Usman yang berlayar dari Desa 
Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Inhil menuju 
Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Berdasarkan 
pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat 
bahwa unsur “nakhoda” telah terpenuhi. 
2. Unsur “berlayar yang tanpa memiliki surat persetujuan berlayar 
yang dikeluarkan oleh syahbandar, kecelakaan kapal sehingga 
mengakibatkan kematian”, berdasarkan keterangan para saksi 
dan juga terdakwa serta bersesuaian pula dengan barang bukti 
yang diajukan dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 
2018 sekitar pukul 06.30Wib speedboat SB berkat ilahi yang 
terbuat dari kayu bermesin 2 (dua) unit250 (dua ratus lima 
puluh) PK merk Yamaha yang terdakwa nahkodai berangkat 
dari Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Inhil, 
kemudian sekitarpukul 07.00 Wib speed boat SB berkat ilahi 
tersebut sampai di Pelabuhan Desa Batang Tumu Pasar Tekolan 

































Kecamatan Mandah Kabupaten Inhil untuk menaikkan 
penumpang, sekitar pukul 07.30 Wib speedboat SB berkat ilahi 
yang di nahkodai oleh terdakwa berangkat menuju Tembilahan 
dengan penumpang yang ada di atas speedboat tersebut 
sebanyak 9 (sembilan) orang, terdiri dari 6 (enam) orang 
penumpang dan 3 (tiga) orang anak buah kapal (ABK) 
selanjutnya sekitar pukul 08.00 Wib pada saat melewati 
Perairan Tanjung Perisai Desa Batang Tumu Kecamatan 
Mandah speed boat SB berkat ilahiyang terdakwa nakhodai 
mengalami kecelakaan atau bertubrukkan dengan speedboat 
kayu mesin 40 (empat puluh) PK yang dinahkodai oleh korban 
Syahrul yang mengakibatkan koban Syahrul nahkoda speed 
boat mesin 40 (empat puluh) PK jatuh kesungai dan hilang 
sehingga mengalami kerusakkan pada bagian belakang dan 
mesin speedboat tersebut ikut jatuh ke sungai. Saksi Abadi Tua. 
 Sebelum hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu 
dipertimbangkan dahulu hal yang memberatkan dan meringankan. 
 Hal yang memberatkan: 
  Perbuatan terdakwa mengakibatkan kecelakaan laut yang 
 mengakibatkan korban Syahrul jatuh ke sungai. 
 Hal yang meringankan 
  Terdakwa berikap sopan dan menyesali perbuatannya dan 
 terdakwa berjanji tidak akan menguilanginya lagi. 

































 Berdasarkan penjelasan diatas tersebut, penulis memilki pendapat 
yaitu: 
Tuntutan pidana yang diberikan oleh jaksa penuntut umum dan 
pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, dalam kasus diatas 
terdakwa dituntut dengan UU pelayaran No.17 tahun 2008 dengan pasal 
323 ayat (3) , jo pasal 219 ayat (1). Ancaman hukum telah ditentukan 
yaitu: 219 ayat (1), setiap kapal yang berlayar wajib memiliki surat 
persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar, sedangkan pasal 
323 menjelsakan jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), 
mengakibatkan kecelakaan kapal sehingga mengakibatkan kematian 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda 
paling banyak Rp.1.500,000,000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), 
akan tetapi hakim memutus terdakwa dijatuhkan pidana 3 (tiga) bulan. 
   Berdasarkan uraian diatas unsur perbuatan pidana sangat jelas 
bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pelayaran tanpa memiliki surat 
izin berlayar dan mengakibatkan kecelakaan setra mengakibatkan matinya 
orang lain, disini ancaman hukuman pasal 323 ayat (3), dengan adanya 
pidana penjara dan pidana denda,  akan tetapi pidana denda sebagai 
alternatif kurang efektif,  agar sesuai pasal seharusnya hakim memberikan 
sanksi hukuman sebagaimana yang ada dalam pasal 323 ayat (3) tentang 
keikutsetaan dendanya, kerena dalam hal ini kata-kata “dan” mempunyai 
keikutsertaan. Dalam hal ini hukuman dalam pasal KUHP tentang 
pembunuhan tidak sengaja dikesampingkan, karena adanya Undang-

































undang khusus yang telah mengatur tentang pelayaran, dalam putusan 
tersebut terdakwa telah berdamai dan memberikan uang ganti rugi dan 
berdamai dengan pihak keluarga korban akan tetapi ganti rugi tidak dapat 
menghapuskan hukuman denda, sebagaimana dijelaskan pada KUHP pasal 
96 berbunyi: 
 (1)   Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan. 
 (2) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat 
 dengan lengkap semua hal yang di pertimbangkan sebagaimana 
 alasan bagi putusan tersebut 
 
Pertimbangan hakim dalam hal meringankan tidak dicantumkan tentang 
ganti rugi, maka dalam hal ini hakim tidak menetapkan ganti rugi terdakwa 
sebagai alasan hal yang meringankan. 
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Atas 
Sanksi hukum Dalam Putusan Nomor 171/Pid.sus/Pn.Tbh. 
 Jari<mah memiliki beberapa istilah mencangkup kejahatan dan 
pelanggaran, hukum Islam ada dua istilah yang sering digunakan untuk 
tindak pidana yaitu, jina<yah  dan jari<mah. Bahwa dapat dijelaskan jina<yah 
sama dengan istilah jari<mah yang memiliki arti sebagai larangan-larangan 
hukum yang diberikan kepada Allah, yang pelanggarannya di berikan 
hukuman yang ditentukan. Larangan berarti melakukan perbuatan yang 
dilarang, tindak pidana adalah melakukan perbuatan secara aktif maupun 
pasif yang membawa kepada suatu hukuman yang ditentukan oleh 
syari’at, hukuman harus mempunyai dasar baik dari al-Qur’an, hadist dan 
lembaga legislatif yang mempunyai kewenangan menetapkan hukum. 

































 Sanksi bagi pelaku tindak pidana dalam isalm pertanggung 
jawaban pidana dibagi menjadi tiga, yaitu perbuatan yang dilarang, 
kebebasan berbuat atau tidak berbuat, kesadaran bahwa akibat tersebut 
mempunyai akibat tertentu. 
 Hukum pidana Islam tidak ada penjelasan terkait kasus tindak 
pidana pelayaran, akan tetapi hal tersebut bukan berarti bahwa tidak 
adaanya ketentuan yang bisa dijadikan landasan untuk tindak pidana 
palayaran. Dalam hal tersebut tindak pidana pelayaran termasuk kategori 
jari>mah ta’zi<r. 
 Jari>mah ta’zi<r, berarti menolak atau mencegah, sebagian ulama 
mengartikan sebagai hukuman dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan 
hak hamba yang tidak ditentukan oleh al-Qur’an dan hadis.Ta’zi<r 
memberikan pengajaran kepada si terhukum dan sekaligus mencegahnya 
umtuk tidak mengulangi perbuatan yang sama. Sebagian mengatakan 
sebagai sebuah hukuman terhadap perbuatan maksiat yang tidak hukum 
dengan hukuman h}ad atau kafarat. 
Dasar hukum disyariatkan sanksi bagi pelaku hukuman ta’zi<r 
dalam al-Qur’an disebutkan: 
 ًلايِصَأَو ًةَرْكُب ُهوُحِّبَسُتَو ُهوُرِّقَو ُتَو ُهوُرِّزَع ُتَو ِِولوُسَرَو َِّللَِّبِ اوُنِمْؤ ُِتل:حتفلا(.2)  
Artinya: Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, 
menguatkan (agama) Nya, membesarkan-Nya. Dan bertasbih kepada-Nya 
di waktu pagi dan petang. (Q.S. AL-FATH: 9)1 
 
                                                          
1
 Al-Qur’an  Digital File CHM. 

































A. Hasan menterjemahkan watu’azziruhu sebagaimana dikutip oleh 
Haliman dengan dan supaya kamu teguhkan (agamanya) dan untuk 
mencapai tujuan ini, satu diantarannya dengan mencegah musuh-mmusuh 
Allah, sebagaimana telah dikemukakan oleh Syarbini al-khatib. 
Perspektif hukum Islam, tidak pernah suatu perbuatan dianggap 
sebagai tindak pidana dan tidak pernah dijatuhi hukuman sebelum 
perbuatan tersebut dinyatakan sebagai tindak pidana dan diberikan ssanksi. 
Sejak Nabi pindah ke Madinah, sekitar 14 abad yang lalu atau pada abad 
ke 7 M, sedangkan dunia barat,  baru menerapkan ini pada abad ke 18M. 
Kaidah sekarang “Tidak ada jarimah (tindak pidana) dan tidak ada 
hukuman tanpa nash” diterapkan disemua negara termasuk Indonesia. 
Hukuman bagi jari>mah ta’zi<r, tidak ditentukan ukurannya artinya 
untuk menentukan batasan terendah dan tertinggi sepenuhnya diserahkan 
kepada hakim, oleh karena itu sanksi hukuman yang diterapkan oleh 
hakim adalah hukuman kawalan (penjara kurungan), penjelasan tentang 
hukuman penjara kurungan ini sebagian ulama berpendapat bahwa 
hukuman tererndah satu hari dan hukuman tertinggi dua tahun, dengan 
demikian tidak ada pedoman batas terendah dan tertinggi, hal ini 
diserahkan kepada hakim dengan melihat keadaan kondisi. 
Jari>mah ta’z<ir yang dilakukan oleh pelaku mempunyai pendapat 
bahwa sanksi yang diberikan kepada pelaku yaitu ta’z<ir dikarenakan 
pelayaran tidak. diatur dalam al-Qur’an dan hadist. Sanksi ta’z<ir berupa 
penjara dan denda, hal ini tujuan dari sanksi ta’z<ir  yaitu: 

































1. Preventif (pencegahan). Ditunjukan pada orang lain yang belum 
melakukan jarimah. 
2. Represif (membuat pelaku jera). Dimaksud agar pelaku tidak 
mengulangi perbuatan jarimah dikemudian hari. 
3. Kuratif (islah). Ta’z<ir harus mampu membawa perbaikan perilaku 
terpidana dikemudian hari, 
4. Edukatif (pendidikan). Diharapkan dapat mengubah pola hidupnya 
ke arah yang lebih baik. 
 Bagaimanapun Islam menginginkan pelaku jari>mah untuk 
bertaubat, namun untuk mengenai hukuman ta’z<ir telah menjadi 
wewenang ulil amri (hakim) untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku. 
Dalam putusan Pengadilan Negeri Tembilahan terdakwa dijerat 
Undang-undang No.17 tahun 2008 tentang pelayaran dengan pasal 323 
ayat (3), jo pasal 219 ayat (1), menjelaskan setiap kapal yang berlayar 
wajib memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan olehb 
Syahbandar, sedangkan pasal 323 menjelsakan jika perbuatan pada 
ayat(1), mengakibatkan kecelakaan kapal sehingga mengakibatkan 
kematian dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun 
dan denda paling banyak Rp.1.500,000,000,00 (satu miliar lima ratus juta 
rupiah). Dalam pasal tersebut korban memiliki unsur pembunuhan tidak 
sengaja. 
Hukum pidana Islam telah mengatur pembunuhan tidak sengaja 
yaitu pembunuhan tidak sengaja atau qatlu amdi atau qathul khatha, yaitu 

































kesalahan dalam berbuat sesuatu yang mengakibatkan kematian seseorang. 
Walaupun disengaja, perbuatan ini tidak di tujukan kepada si korban dan 
pembunuhan ini tidak memiliki niat untuk membunuh. 
Unsur tidak sengaja dalam islam ialah adanya perbuatan yang 
mengakibatkan kematian terjadinya perbuatan itu karena kesalahan, 
adanya sebab akibat antara perbuatan kesalahan dengan kematian korban. 
Dan jari>mah ini memiliki sanksi hukuman diy<at dan kaffarat, hukuman 
pokok dalam jari>mah ta’z<ir ialah diy<at apabila dari keluarga korban 
memafkan perbuatan pelaku maka hukuman penggantinya adalah ta’z>ir. 
Diy<at adalah sanksi hukuman dalam bentuk ganti rugi, seperti jika 
ahli waris si terbunuh memberi maaf maka hukuman alternatifnya adalah 
diy<at, diy<at ini boleh dicicil oleh keluarga pelaku selama tiga tahun 
sebagaimana yang diputuskan oleh Umar bin Ali adapun sebab Nabi saw, 
membayarkan diy<at secara kontan karena beberapa alasan, diantarannya 
adalah karena beliau membayarkan diy<at itu sebagai uang damai dan 
pelunasan, atau karena beliau memberikan diy<at itu guna menenangkan 
keluarga korban. 
Kasus Pengadilan Negeri Tembilahan No 171/Pid.sus/2018/Pn.tbh-
Riau, terdakwa dalam putusannya telah meminta maaf dan berdamai  
kepada istri korban dan menyerahkan uang ganti rugi kepada keluarga 
korban sebesar 110.500,000,00 (seratus sepuluh lima ratus juta rupiah) dan 
keluarga koban juga telah memaafkan pelaku. 

































Berdasarkan uraian diatas hakim telah menjatuhkan hukuman 
pengganti dalam konteks pembunuhan tidak sengaja kepada terdakwa, jika 
dalam pasal 323 ayat (3) korban dijatuhkan hukuman penjara dan 
hukuman denda tetapi dalam pidana Islam terdakwa tidak lagi dikenakan 
denda karena terdakwa terlah berdamai dengan keluarga korban dan 
memberikan uang ganti rugi yang kerugiannya ditanggung oleh terdakwa 
diberikan kepada keluarga korban, hukuman tetap berjalan tetapi bukan 
lagi hukuman pokok yaitu diy<at karena pada dasarnya diy<at dalam Islam 
ialah denda melainkan hukuman pengganti yaitu ta’z<ir yang berupa 
hukuman penjara, maka dari itu hukuman denda terhapuskan karena pihak 













































Uraian diatas penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Berdasarkan pertimbangan hukum hakim putusan nomor 
171/Pid.Sus/2018/Pn.Tbh-Riau, dalam hal ini pertimbangan hakim 
dalam memutus perkara tersebut kurang sempurna dikarenakan 
dalam pasal 323 ayat (3) yang menjelaskan jika perbuatan 
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), mengakibatkan 
kecelakaan kapal sehingga mengakibatkan kematian dipidana 
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 
Rp1.500.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), pertimbangan 
hakim dalam putusan tersebut hanya memberikan sanksi berupa 
pidana penjara, sedangkan dalam pasal tersebut seharusnya 
keikutsertaan pidana denda, karena kata “dan” mempunyai arti 
keikutsertaan. 
2. Berdasarkan pertimbangan hukum hakim telah menjatuhkan 
hukuman pengganti dalam konteks pembunuhan tidak sengaja 
kepada terdakwa, jika dalam pasal 323 ayat (3) korban dijatuhkan 
hukuman penjara dan hukuman denda tetapi dalam pidana Islam 
terdakwa tidak lagi dikenakan danda karena terdakwa terlah 
berdamai dengan keluarga korban dan memberikan uang ganti rugi 
yang kerugiannya ditanggung oleh terdakwa diberikan kepada 

































keluarga korban, hukuman tetap berjalan tetapi bukan lagi 
hukuman pokok yaitu diy<at karena pada dasarnya diy<at dalam 
Islam ialah denda melainkan hukuman pengganti yaitu ta’z<ir  yang 
berupa hukuman penjara, maka dari itu hukuman denda 
terhapuskan karena pihak keluarga koban telah memberikan maaf 
dan terdakwa telah menyerahkan diy<atnya. 
B. Saran 
Saran  yang dapat dalam skripsi ini dipaparkan pada bab akhir 
semoga dapat bermanfaat dan berguna.yaitu: 
1. Kepada majelis hakim diharapkan lebih teliti dalam 
mempertimbangkan setiap perkara yang di putuskan dan 
menjatuhkan hukuman, khususnya dalam tindak pidana pelayaran 
yang dilkakukan oleh nakhoda yang tidak mempunyai surat izin 
berlayar sehingga dapat mengancam keselamatan dan keamanan 
kapal. 
2. Kepada setiap nakhoda sebelum melayarkan kapal seharusnya 
meminta surat izin kepada syahbandar agar tidak menyalahi 
kewajiban sebagai nakhoda yang akan berlayar, untuk setiap 
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